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ABSTRAK 
 
Agusti Ayu Kusuma Negara. E0015016. ARGUMENTASI 
PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN PIDANA POKOK 
LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA TAMBAHAN 
PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA 
PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 220 
K/MIL/2017). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum pertimbangan Hakim Agung 
mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan terhadap 
pemeriksaan pada tingkat kasasi serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan 
pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari 
dinas militer dalam perkara perzinahan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi 
pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme 
dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif, dari pengajuan 
premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil 
penelitian ini, telah diketahui bahwa pertimbangan Hakim Agung mengabulkan 
permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan, telah sesuai Pasal 239 
ayat (1) huruf a UUPM serta pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana 
pokok lebih ringan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana 
dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan” tetapi menurut Judex Juris yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke 
dua yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal 
diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” dan dalam perbuatan in casu, 
peranan Andi Mira Fatmawati sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa, 
maka pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti harus diperingan tanpa 
menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara 
perzinahan karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk 
dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 
UUPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, 
membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, mengadili sendiri 
Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana pokok selama 6 
(enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer telah sesuai Pasal 
242 ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM. 
 
Kata Kunci: pertimbangan Hakim, perzinahan, pemecatan dari dinas militer 
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ABSTRACT 
Agusti Ayu Kusuma Negara. E0015016. ARGUMENTATION OF CHIEF 
JUSTICE CONSIDERATION DECIDING LIGHTER PRIMARY CRIMINAL 
WITHOUT REMOVING ADDITIONAL CRIMINAL DISMISSAL FROM 
MILITARY SERVICE IN CASE OF ADULTERY (STUDY OF SUPREME 
COURT DECISION NUMBER 220 K/MIL/2017). Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
 
This study was conducted for examining legal issues to find out the consideration 
of the Chief Justice granting the Defendant's request for appeal in case of 
adultery against examinations at the level of cassation and consideration of the 
Chief Justice dropping lighter principal without removing additional criminal 
dismissals from the military service in adultery case. In addition, this study used 
normative legal study method which is prescriptive and applied. Besides, this 
study used legal materials from primary and secondary law, combining with 
document or literature study. For legal materials analysis technique, this study 
applied sylogism and interpretation method by using a patternof deductive 
reasoning from the submission of the major premise and the minor premise linked 
to conclusion drawn. As a result, it is known that the consideration of the Chief 
Justice granted the defendant's appeal in the adultery case, correspond with 
Article 239 Section (1) Letter a of the Military Justice Law and the consideration 
of the Chief Justice deciding lighter principal because the defendant was not 
proven committed a crime in the first alternative indictment which is 
"intentionally and openly violated decency" but according to Judex Juris,it is 
called provenif it belongs to the second alternative indictment namely "a man who 
participated in committing zina, even though it was known that those who were 
guilty were married" and in this case (in casu), the role of witness 4 (Ms. Andi 
Mira Fatmawati) is very dominant and always threatens the defendant, so the 
imprisonment imposed by Judex Facti must be lighter without removing 
additional criminal dismissal from the military service in adultery case because 
the Defendant is deemed inappropriate and deserve to be TNI Army, therefore, 
according to Article 26 of the Military Justice Law must be dishonorably 
dismissed from the military service, cancelling the verdict of the High Military 
Court III Surabaya, bring the accused himself guilty and subject to 6 (six) months 
primary principal and additional criminal sanctions which is dismissed from the 
military service in accordance with Article 242 Section (1) of the Military Justice 
Law jo Article 26 of the Military Criminal Code (KUHPM). 
 
Keywords: judge consideration, adultery, dismissal from military service 
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MOTTO 
 
Fa inna ma’a-l- ‘usri yusroo* inna ma’a-l ‘usri yusroo* fa idza faroghta 
fanshob* wa ilaa Robbika farghob 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyirah, 5-8) 
 
 
“Prinsip, Komitmen, dan Konsisten itulah modal hidup yang paling penting 
menuju sukses” 
(Muhammad Nafi’) 
 
“Seberapapun kecilnya nilai kesuksesan, jika dinikmati dan dirasakan tentu akan 
membuahkan kebahagiaan dan kepuasan, itulah inti sebenarnya dari kesuksesan” 
 
“Kesuksesan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, melainkan bandingkan 
dengan dirimu sebelumnya”  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berpasang-
pasangan, diikat dalam ikatan suci yang dinamakan perkawinan kemudian 
dikukuhkan atau dicatatkan pada lembaga perkawinan agar diperoleh keabsahan 
hukum. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sering 
kali tidak tercapai karena adanya perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan 
oleh suami atau istri. Perzinahan akan dipandang tercela atau dilarang dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratuan Hukum Pidana disebut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) apabila 
dilakukan dalam bingkai perkawinan. 
Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja baik 
masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Seorang anggota militer diajarkan untuk hidup disiplin dan menjunjung tinggi 
etika namun hakikatnya anggota militer pun tetap manusia biasa yang dapat 
melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam menahan hawa nafsu. Dilihat dari segi 
hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota 
masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku 
terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara 
Pidana, dan Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban 
yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan 
dengan Pertahanan Negara (Moch Faisal Salam, 1994:14). 
Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), tentara bukan merupakan kelas 
tersendiri, karena tiap anggota tentara juga sebagai anggota masyarakat biasa, 
tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam 
pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban 
yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan 
kelompok tersendiri. Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka 
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diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari 
peradilan umum (Moch. Faisal Salam,2002:14). 
Hukum dilihat dari isinya dibedakan menjadi hukum publik dan 
hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan 
umum dan hubungan antar negara dengan perseorangan. Kemudian hukum privat 
merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu 
dengan orang yang lain, yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. 
Salah satu hukum publik adalah hukum pidana di Indonesia yang memuat norma 
dan sanksi pidana sebagai tindak pidana umum diatur dalam KUHP dan peraturan 
Perundang-undangan pidana khusus lainnya. Penegakannya menggunakan hukum 
acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
disingkat KUHAP. Tahapan penegakkan hukum acara pidana (formil) dalam 
KUHAP meliputi penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 
Pengadilan, pelaksanaan, dan pengawasan putusan, serta jika tidak menerima 
putusan upaya hukum merupakan hak bagi Terdakwa. 
Selain hukum publik atau hukum pidana yang berlaku umum tersebut, 
terdapat pula peraturan hukum publik yang berlaku khusus bagi anggota militer, 
yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan 
Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, Nomor. 167) Dengan Keadaan Sekarang 
disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan penegakan 
hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
atau yang dipersamakan menurut Undang-Undang. 
Militer sebagai orang terdidik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur, 
bagi mereka diadakan norma-norma yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa 
reserve pada tata kelakuan yang telah ditentukan dan diawasi 
dengan ketat. Karena kekhususan dalam mengemban tugas ini, mengakibatkan 
terjadinya pemisahan peradilan anggota tentara dengan masyarakat umum. 
Penegakan disiplin yang sangat ketat dan harus dipertanggung jawabkan di 
lembaga khusus jika melanggar. Mereka diadili dengan aturan yang khusus 
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berlaku bagi mereka dengan tidak mengesampingkan kenyataan yang hidup di 
tengah masyarakat (Harkristuti Harkrisnowo, Jurnal Urbania, 13, Februari 2001: 
10). 
Proses acara pidana militer terjadi sebagai penegakan hukum pidana akibat 
terjadi adanya pelanggaran hukum. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berlaku khusus untuk anggota militer, 
apabila hal-hal yang tidak diatur di dalam Hukum Acara Peradilan Militer, tapi hal 
itu diatur dalam KUHAP, sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara 
Peradilan Militer hal itu dapat diberlakukan bagi militer. Karena KUHAP adalah 
Hukum Acara Pidana yang berlaku umum, akan tetapi beberapa ketentuan baru 
KUHAP tidak dapat diterapkan pada peradilan militer yaitu peraturan tentang 
Praperadilan dan Prapenuntutan, karena hal itu dianggap bertentangan dengan 
asas unity of command. Penyelesaian perkara pidana secara litigasi dilakukan 
mencakup beberapa tahap meliputi penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan dalam sidang Pengadilan, penjatuhan putusan, dan pengawasan 
putusan Hakim. Dalam penjatuhan putusan Hakim terikat ketentuan Pasal 171 jo 
Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer. Pasal 171 berbunyi bahwa, “Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah 
melakukan”. Dalam Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer menentukan 
alat-alat bukti adalah: 
(1) Alat bukti yang sah ialah: 
a. Keterangan Saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Keterangan Terdakwa; 
d. Surat; dan 
e. Petunjuk. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan 
Pasal 1 butir 41 Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa, “upaya 
hukum adalah hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan 
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Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat 
banding atau tingkat kasasi yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi 
atau hak Terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan 
Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
ini”.  
Kesimpulan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan Hakim dirasa kurang 
memenuhi rasa keadilan masyarakat dan/atau terdapat kekeliruan atau kekhilafan 
Hakim dalam pertimbangan unsur yuridis maupun unsur non-yuridis yang 
berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi 
Terdakwa. 
Salah satu kasus tindak pidana perzinahan yang menarik untuk dikaji 
karena Hakim menjatuhkan putusan meringankan pidana pokok Terdakwa namun 
tidak menghapus pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kasus 
tindak pidana perzinahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 
K/MIL/2017 atas Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto yang didakwa oleh 
Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “seorang pria telah nikah yang melakukan zina” sebagaimana diatur dalam 
Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana. Perkara ini berawal pada tanggal 21 
Desember 2015 saat Saudari Andi Mira Fatmawati (Saksi-4) melaksanakan 
sosialisasi ATM merah putih Bank BRI di kantor Ajendam VII/Wrb dan bertemu 
dengan M. Triasta Kavrianto (Terdakwa) kemudian Terdakwa memberikan nomor 
handphonenya kepada Saksi-4 dengan maksud untuk didaftarkan layanan SMS 
Banking dan berencana ikut asuransi Bank BRI. Berawal dari itu keduanya saling 
mengenal dan melakukan perzinahan. Yang kemudian diadukan oleh suami dari 
Saksi-4 yaitu Pratu Saksi-1. 
Pengadilan Militer III-16 Makassar kemudian mengadili kasus Tindak 
Pidana Perzinahan melalui Putusan Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 yang 
amarnya menyatakan Terdakwa dengan pidana pokok 1 (satu) tahun pidana 
tambahan dipecat dari dinas militer. Menanggapi Putusan Pengadilan Militer III-
16 Makassar tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding 
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dan telah diputuskan pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 
23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan 
Militer Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar. 
Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 
Januari 2017, selanjutnya  mengajukan upaya hukum Kasasi melalui akta 
Permohonan Kasasi Nomor APK/144-K/PM III-16/AD/III/2017 yang dibuat oleh 
Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada 
tanggal 5 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap 
Pengadilan Militer Tinggi tersebut. Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi 
dengan beberapa alasan yaitu bahwa Judex Facti tidak sempurna dalam 
pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman Terdakwa karena putusan 
tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan hukuman, bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar jo Pengadilan 
Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai karena tidak menerapkan suatu 
peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya, bahwa putusan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum 
terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan putusan Pengadilan 
Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 
Desember 2016 serta keberatan atas pidana tambahan berupa pemecatan dari 
dinas militer. Selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung, Terdakwa dijatuhi 
hukuman pidana pokok selama 6 (enam) bulan dengan pidana tambahan tetap 
berupa pemecatan dari dinas militer. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 
terkait dengan Argumentasi pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana 
pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas 
militer, yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul: 
“ARGUMENTASI PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG MENJATUHKAN 
PIDANA POKOK LEBIH RINGAN TANPA MENGHAPUS PIDANA 
TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER DALAM PERKARA 
PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 220 
K/MIL/2017)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, serta agar 
permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan dalam penelitian ini, maka perlu disusun perumusan masalah yang 
didasarkan pada latar belakang. Adapun permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian hukum ini, yakni: 
1. Apakah pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi 
Terdakwa dalam perkara perzinahan telah sesuai Pasal 239 UUPM? 
2. Apakah pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan 
tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam 
perkara perzinahan telah sesuai Pasal 242 Ayat (1) UUPM jo Pasal 26 
KUHPM? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Hakikatnya, setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh 
penulis agar penyelesaian permasalahan yang menjadi rumusan masalah pada 
penelitian dapat dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yang dilaksanakan. 
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini terbagi 
menjadi 2, yaitu: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung mengabulkan 
permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan dengan Pasal 
239 UUPM. 
b. Mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana 
pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari 
dinas militer dalam perkara perzinahan dengan Pasal 242 ayat (1) UUPM 
jo Pasal 26 KUHPM. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah wawasan dan pengetahuan, mengembangkan serta 
memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum Acara Pidana 
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khususnya dalam hal memahami argumentasi pertimbangan Hakim 
Agung menjatuhkan pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana 
tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara perzinahan. 
b. Menambah kemampuan dalam menerapkan teori, konsep, pemikiran, 
pengetahuan serta wawasan mengenai hukum acara pidana yang 
diperoleh selama masa perkuliahan guna menganalisis kasus di bidang 
Hukum Acara Pidana sehingga memberikan manfaat bagi diri maupun 
orang lain. 
c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 
(Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan 
kegunaan yang dapat diperoleh dari sebuah penelitian baik manfaat bagi penulis 
maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, 
yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 
kontribusi di bidang hukum acara pidana pada khususnya dan dalam ilmu 
hukum pada umumnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pengajaran, 
literatur, dan referensi serta sebagai sarana untuk memecahkan suatu 
permasalahan. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 
penelitian hukum selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
mengenai argumentasi pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana 
pokok lebih ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari 
dinas militer dalam perkara perzinahan. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana bagi pembaca 
untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis, 
serta untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan Ilmu Hukum 
yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian sejenis 
selanjutnya. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu 
hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how penelitian hukum 
dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dibutuhkan kemampuan 
untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, 
menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas 
masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). 
Tujuan dari suatu penelitian hukum yaitu menghasilkan suatu argumentasi 
terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi maka diperlukan 
metode penelitian hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
penelitian hukum normatif karena kembali pada fungsi penelitian menurut 
Peter Mahmud Marzuki yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, 
yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma 
yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta 
apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip 
hukum yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). 
Oleh karena yang dicari pada penelitian ini adalah mengenai 
kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan 
aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi dan bukan bertujuan 
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untuk mencari fakta empiris. Maka jenis penelitian hukum yang digunakan 
adalah penelitian hukum normatif. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. 
Suatu hal yang membedakan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah 
ilmu hukum bukan termasuk ke dalam kategori ilmu perilaku. Ilmu 
hukum ini bukan merupakan ilmu deskriptif tetapi preskriptif. Objek 
ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, 
antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah 
laku (act) dan bukan perilaku atau behavior individu dengan norma 
hukum. Dapat dikatakan bahwa titik anjak dalam mempelajari hukum 
adalah memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:41-42). 
Suatu ilmu terapan memang hanya dapat diterapkan oleh 
ahlinya. Sama halnya, yang dapat menyelesaikan masalah hukum 
adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum, ahli 
hukum tidak kekurangan argumentasi dalam mendukung pendapatnya, 
tetapi argumentasi itu tidak boleh menyimpangi sesuatu yang sudah 
standar dalam keilmuan hukum. Penelitian hukum harus melahirkan 
preskripsi yang dapat diterapkan dan harus koheren dengan gagasan 
dasar hukum yang berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 
2014:67-70). 
3. Pendekatan Penelitian 
Terdapat berbagai macam pendekatan di dalam penelitian 
hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari 
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji, melalui pendekatan 
tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu 
yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), 
pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
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approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 
Marzuki 2013:133). 
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah studi kasus (case study). Menurut Peter Mahmud Marzuki 
dalam studi kasus (case study) perlu memahami ratio-decidendi yaitu 
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai 
kepada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah 
dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 
menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134). 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian hukum, dikenal adanya sumber bahan hukum. Untuk 
memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-
bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 
terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. 
Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:181). Adapun sumber bahan hukum primer 
yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: 
a. Bahan hukum primer, meliputi: 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP); 
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan 
Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, Nomor. 167) Dengan 
Keadaan Sekarang disebut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Militer (KUHPM); 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP); 
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer disebut Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL); 
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin 
Militer; 
7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017. 
b. Bahan hukum sekunder, meliputi: 
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 
2) Jurnal-jurnal hukum; 
3) Artikel; dan  
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki 
korelasi untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik studi dokumen (studi 
kepustakaan). Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan 
teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan 
Perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian 
lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah dengan menggunakan metode silogisme yang 
bersifat deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa dalam logika 
silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor 
adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. 
Dari kedua premis ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusion) 
(Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47). Sehingga, dapat diambil simpulan 
mengenai teknik analisis deduktif silogisme adalah menganalisis 
hukum dalam kenyataan (in concerto) dalam hal ini adalah putusan 
Hakim dengan hukum yang asbtrak (in abstracto) yaitu peraturan 
Perundang-undangan untuk diambil suatu simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian premis mayornya adalah peraturan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan peraturan lain yang 
relevan sedangkan premis minornya adalah fakta hukum dalam 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017. Antara premis 
mayor dan premis minor saling dihubungkan dapat ditarik simpulan 
perkara ini diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 220 K/MIL/2017 yang pada intinya menyatakan mengabulkan 
permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi atau Terdakwa. 
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menguatkan 
Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-K/PM.III-
16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016. Menyatakan Terdakwa M. 
Triasta Kavrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan zina, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah”. 
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Triasta Kavrianto oleh 
karena itu dengan pidana pokok selama 6 (enam) bulan dan pidana 
tambahan dipecat dari dinas militer tindak pidana kesusilaan 
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perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer. Hakim Agung 
berpendapat Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk 
dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan 
Pasal 26 KUHPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari 
dinas militer. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran 
penjabaran maupun bahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang 
dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum secara 
sistematis sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 
(empat) bab, tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan 
sistematika penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini penulis menguraikan teori yang menjadi landasan atau 
memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Kerangka 
teori tersebut meliputi proses acara pemeriksaan prajurit TNI di 
peradilan militer, tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan, 
upaya hukum Kasasi menurut UUPM, dan pertimbangan Hakim 
militer dalam memutus perkara. 
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil 
yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan 
masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang 
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dibahas dalam bab ini, yaitu kesesuaian Hakim Agung 
mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dalam perkara 
perzinahan dengan Pasal 239 UUPM dan kesesuaian 
pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan pidana pokok lebih 
ringan tanpa menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas 
militer dalam perkara perzinahan dengan Pasal 242 Ayat (1) 
UUPM jo Pasal 26 KUHPM. 
 
BAB IV :PENUTUP 
Bab ini menguraikan simpulan secara singkat yang diperoleh dari 
keseluruhan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah 
yang diteliti serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan 
kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum 
ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Proses Acara Pemeriksaan Prajurit TNI di Peradilan Militer 
Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki wilayah, rakyat, 
dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari 
eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Untuk menjamin 
kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk Angkatan 
Bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya. 
Angkatan Bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut 
dengan istilah militer. Pengertian Militer berasal dari bahasa Yunani “Milies” 
yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan 
pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan 
dan keamanan (Moch. Faisal Salam, 2006:13). 
Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki 
peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka 
serta sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan 
tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 7 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 
Prajurit berkewajiban tinggi untuk menjunjung kepercayaan yang 
diberikan oleh bangsa dan negara untuk membela kedaulatan negara serta 
melaksanakan pertahanan negara demi tetap kokohnya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang berat serta strategis tersebut 
tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan yang handal dari setiap prajurit 
atau anggota TNI, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan
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sebaik-baiknya, karena keberadaan mereka dituntut untuk memberikan tenaga 
dan pikirannya bagi kepentingan negara dan bangsa. 
Prajurit TNI merupakan bagian dari suatu masyarakat tetapi ada 
berbagai aspek antara lain anggota militer merupakan orang yang dibentuk 
secara khusus untuk mempertahankan keamanan negara, dididik dan dibina 
secara khusus guna melaksanakan tugas, anggota militer memiliki cara 
pandang, berpikir dan bertindak yang berbeda dengan masyarakat sipil 
sehingga ancaman hukuman/pidana dalam KUHP dirasa kurang memadai bagi 
anggota militer dan sistem pemidanaan tidak sesuai dengan sistem pemidanaan 
bagi militer sehingga diperlukan suatu hukum untuk mengatur anggota TNI 
yaitu adanya Hukum Pidana Militer.  
Hukum Pidana Militer selain bagian dari Hukum Pidana khusus (lex 
specialis) juga merupakan bagian dari Hukum Pidana pada umumnya (lex 
generalis) sehingga dapat diartikan apabila di dalam Hukum Pidana Militer 
tidak mengatur maka dapat diberlakukan Hukum Pidana umum. Hukum Pidana 
Militer yaitu bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiable badan 
peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan tentang tindakan 
terlarang dan diharuskan terhadap prajurit yang melanggarnya diancam dengan 
pidana dan menentukan pula dalam hal pelanggar mempertanggungjawabkan 
atas tindakannya serta menentukan juga tentang cara penuntutan, penjatuhan 
pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban. 
a. Peradilan Militer 
Kekhususan hukum pidana militer didasarkan pada keberlakuannya 
yang ditujukan pada golongan justisiable tertentu yang dalam hal ini adalah 
anggota militer dan yang disamakan dan non-militer yang lebih khusus. 
Sehingga anggota militer memiliki peradilan yang terpisah pula dengan 
peradilan umum. 
Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer menyebutkan bahwa “Pengadilan di lingkungan Peradilan 
Militer” yang terdiri atas: 
1) Pengadilan Militer; 
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2) Pengadilan Militer Tinggi; 
3) Pengadilan Militer Utama; dan 
4) Pengadilan Militer Pertempuran. 
Ketentuan Pasal 12 UUPM tersebut, dapat diketahui bahwa 
Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, 
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan 
Militer Pertempuran, masing-masing dari Pengadilan tersebut mempunyai 
kewenangan yang berbeda dalam hal mengadili tindak pidana yang 
dilakukan oleh militer. 
Pengadilan Militer berdasarkan Pasal 40 UUPM berwenang 
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang 
Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah. 
Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan Pasal 41 UUPM  berwenang 
memeriksa dan memutus pada tingkat Banding perkara pidana yang telah 
diputus oleh Pengadilan Militer serta memeriksa dan memutus perkara 
pidana yang Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas. 
Pengadilan Militer Utama berdasarkan Pasal 42 UUPM berwenang 
memeriksa dan memutus pada tingkat Banding perkara pidana dan sengketa 
Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat 
pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan Banding. 
Pengadilan Militer Pertempuran berdasarkan Pasal 45 UUPM 
berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir 
perkara pidana yang berstatus sebagai militer atau yang dipersamakan di 
daerah pertempuran, serta berkedudukan dan berdaerah hukum di wilayah 
pertempuran. 
Peradilan Militer mempunyai kewenangan menurut Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997:  
1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada 
waktu melakukan tindak pidana adalah: 
a) Prajurit;  
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b) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan 
Prajurit; 
c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan 
Undang-Undang; 
d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf (a), huruf (b), 
dan huruf (c) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan 
Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Militer. 
2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 
Angkatan Bersenjata.  
3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana 
yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan 
sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi 
dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam 
satu putusan. 
Kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan 
Angkatan Bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan 
peradilan militer yang terdiri dari: 
1) Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan 
Militer; 
2) Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada 
Pengadilan Militer Tinggi; 
3) Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan 
penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata; dan 
4) Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan 
pada Pengadilan Militer Pertempuran. 
Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak 
terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
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Esa, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang 
bersamaan kedudukannya dalam hukum. 
Suatu kekhususan dari Hukum Acara Pidana Militer adalah bahwa 
kepada para komandan (Ankum/Papera) diberikan kewenangan tertentu 
dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sejak dari tahap Penyidikan, 
penangkapan/penahanan, penyerahan/penuntutan perkara, bahkan sampai 
kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya 
merupakan konsekuensi logis dari ditegakkannya dasar-dasar organisasi 
militer (S.R. Sianturi. 1985:27-29). 
b. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer 
Hukum acara pada Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 disusun berdasarkan pendekatan kesisteman 
dengan memadukan berbagai konsepsi Hukum Acara Pidana nasional yang 
antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan 
berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata 
kehidupan Angkatan Bersenjata, yaitu: 
1) Asas kesatuan Komando 
Kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang 
komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab 
penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang 
komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam perkara pidana. 
Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam Hukum 
Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya Praperadilan dan 
Prapenuntutan. 
2) Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya 
Tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, 
komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih 
sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap 
kesatuan dan anak buahnya. 
3) Asas kepentingan militer 
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Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, 
kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan 
golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan 
kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. 
Berdasarkan pendekatan kesisteman, sepanjang tidak bertentangan 
dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata, berbagai 
konsepsi dan rumusan hukum acara pidana yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu muatannya mencakup: 
1) Tahap Penyidikan 
Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan 
Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan Penyidikan yang ada pada 
atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi 
dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dalam 
Undang-Undang Peradilan Militer tidak secara khusus mengatur tentang 
penyelidikan sebagai salah satu tahap Penyidikan, karena penyelidikan 
merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer. Atasan yang berhak menghukum 
dan Perwira Penyerah Perkara mempunyai kwenangan penahanan, yang 
pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer. 
2) Tahap penyerahan perkara 
Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam 
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan 
umum ada pada Perwira Penyerah Perkara. Dalam Hukum Acara Pidana 
Militer, tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dan 
pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis 
bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional 
justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara. 
3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan 
Acara dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara 
pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, 
dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara 
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untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan, acara 
pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer 
Pertempuran yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir 
untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI di daerah 
pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan Kasasi. 
Hakim dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, bebas 
menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada asasnya 
sidang Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan 
perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya 
Pengadilan bersidang dengan Hakim Majelis kecuali dalam acara 
pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum 
Acara Pidana Militer mengenal peradilan in absensia yaitu untuk perkara 
desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal 
kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, 
perlu segera ditentukan status hukumnya. 
4) Tahap pelaksanaan putusan 
Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Hakim dilaksanakan 
oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan 
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan 
komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan 
bimbingan supaya Terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan 
tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan 
putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam 
perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita 
(Penjelasan Umum UUPM). 
 
2. Tindak Pidana Perzinahan sebagai Delik Aduan 
a. Pengertian Perzinahan 
Zina atau zinah secara etimologis berarti perbuatan bersetubuh yang 
tidak sah (seperti bersundal, bermukah, bersendak, dan sebagainya) 
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sedangkan berzina atau berzinah adalah perbuatan zina, perzina(h)an: 
perbuatan zina (W.J.S Poerwodarminto, 2003:1155). 
Definisi tentang zina di dalam KUHP tidak disebutkan, begitu pula 
dalam KUHPerdata tidak ada pasal-pasal yang menyebutkan maupun dalam 
Undang-Undang Perkawinan, tetapi yang dapat kita temukan adalah 
pengertian zina itu sendiri yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki 
atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang 
bukan istri atau suaminya (R. Susilo, 1983: 209). Supaya masuk dalam 
kategori pasal ini, maka persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama 
suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. 
KUHP yang sejatinya adalah produk hukum peninggalan zaman 
kolonial merupakan buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata 
overspel itu sendiri diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van 
Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon-Langemayer yang mengatakan 
bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja 
yakni, overspel menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa 
overspel kan aller door een gehuwde gepleegd woorden; de angehuwde met 
wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger, yang artinya 
perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang 
tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (medepleger) (Topo 
Santosa, 1997:92). 
Berkaitan dengan hal tersebut menurut SR. Sianturi pengertian 
persetubuhan adalah “mau sama mau” dipandang sebagai perzinahan jika 
karenanya terjadi pelanggaran terhadap janji setia perkawinan atau terhadap 
keluhuran perkawinan. Yang dapat melanggar janjinya sendiri untuk “setia 
perkawinan” adalah yang terikat kepada perkawinan itu sendiri 
karenanyalah maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
sudah terikat perkawinan (SR. Sianturi, 1983:255). 
Bersetubuh atau persetubuhan menurut Hoge Raad dalam 
pertimbangan hukum suatu arrestnya (5-5-1912) menyatakan bahwa 
“persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat 
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kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, 
dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang 
kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo,1980:181). 
Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan 
dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam 
vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak 
sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka 
belumlah terjadi persetubuhan. Namun telah terjadi percobaan 
persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena 
telah masuk percobaan berzina (Adami Chasawi, 2007:59). 
b. Pengaturan Perzinahan dalam Perundang-undangan 
Persetubuhan atau perzinahan (Overspel) telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana secara lengkap. Dalam hal persetubuhan 
tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semua masuk pada jenis 
kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam 5 Pasal, yakni: 
284 (perzinaan), 285 (perkosaan bersetubuh), 286 (bersetubuh dengan 
perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), 287 (bersetubuh 
dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun yang bukan istrinya), dan 
Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum 
waktunya dikawin dan menimbulkan luka dan kematian). Kejahatan 
kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (284) hanya dapat 
dilakukan oleh si pembuat (laki-laki). Dibentuknya kejahatan dibidang ini, 
ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang 
kesusilaan dalam hal persetubuhan (Adami Chasawi, 2007:55). 
Kejahatan zina yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, yang 
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 
a) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, 
padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
b. seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina 
padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;  
b) a. seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 
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b. seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta 
melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang 
turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. 
(2) Tidak dilakukan penuntutan-penuntutan melainkan atas 
pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka 
berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan dengan 
diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang 
karena alasan itu juga. 
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. 
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 
siding Pengadilan belum dimulai. 
(5) Jika suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak 
diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena 
perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja 
dan tempat tidur menjadi tetap. 
c. Makna Perzinahan dalam Pasal 284 KUHP 
Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada Pasal 284 ayat (1) 
terdiri dari 4 macam larangan, yaitu: 
1) Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 
BW berlaku baginya; 
2) Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui 
bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
3) Seorang laki-laki yang turut berzina dengan seorang perempuan yang 
diketahuinya telah kawin; 
4) Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang 
diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 
Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan 
kejahatan zina, apabila memenuhi 3 syarat esensial, yaitu: 
1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami 
atau bukan istrinya; 
2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; 
3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan. (Adami Chasawi, 2007:57). 
Menurut Pasal 284 KUHP, pezina mempunyai makna seseorang yang 
sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang di 
luar perkawinan tersebut. Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka 
keduanya adalah pezina. Jika salah satu saja yang terikat perkawinan, maka 
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yang belum atau tidak terikat suatu perkawinan itu disebut sebagai peserta 
zina. Jika keduanya belum atau tidak terikat perkawinan, maka tidak ada 
pezina diantara mereka. 
Perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan 
yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan, 
oleh karena itu pembuktian secara tepat dan cermat sangat diperlukan yakni 
dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. 
Pemeriksaan secara tepat dan cermat terhadap alat-alat bukti tersebut 
diperlukan terhadap tindak pidana ini yang bertujuan untuk mengetahui atau 
menyelidiki apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana perzinahan 
(P.A.F. Lamintang, dan Theo F.Lamintang, 2009:78). 
d. Delik Aduan 
Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya 
dalam segala kejadian perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk 
dapatnya si pembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan. 
Ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHP berisi bahwa Undang-
Undang menentukan terhadap pelaku perzinahan tidak dilakukan 
penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri yang tercemar. 
Apabila bagi suami atau istri itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo 
3 bulan dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian, 
yang disebabkan karena adanya perzinahan itu. 
Berdasarkan Ahmad Bahiej (Sosio Religia, 2, Februari 2017:12-
13) menurutnya Pasal 284 Ayat (2) KUHP, dapat diketahui bahwa delik 
perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP merupakan delik 
aduan absolut (absolute klachdelicten) artinya dalam keadaan apapun 
delik perzinahan merupakan delik aduan. Adanya aduan ini merupakan 
syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut secara pidana. Alasan 
yang mendasari bahwa delik perzinahan merupakan delik yang 
digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya 
dirugikan oleh para pelakunya. 
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Dilihat dari sudut acara penuntutannya, delik aduan dibedakan 
dari delik yang dapat dituntut karena jabatan. Penuntutan suatu delik 
aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari 
penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Penyimpangan 
penuntutan terhadap delik aduan adalah karena kepentingan pribadi dari 
yang dirugikan/penderita/yang berhak mengadu dipandang perlu 
diutamakan perlindungannya (S.R Sianturi, 1996:407). 
 
3. Upaya Hukum Kasasi Menurut Undang-Undang Peradilan Militer 
a. Pengertian Upaya Hukum 
Putusan Hakim seharusnya mencerminkan rasa keadilan sehingga 
pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana dirasakan setimpal. Akan tetapi 
Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun 
kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu putusan yang mengandung 
kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan diusahakan upaya hukum. Upaya 
hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atas putusan 
Hakim. Jadi maksud dari pada diadakannya upaya hukum itu adalah untuk 
memperbaiki kesalahan Hakim dalam memutus suatu perkara pada tingkat 
pertama, sehingga dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik bagi 
Terdakwa, Oditur maupun masyarakat bahwa hukum telah dilaksanakan 
dengan benar. 
Secara yuridis normatif pengertian upaya hukum telah diatur dalam 
Pasal 1 Angka (41) Huruf a Undang-Undang Peradilan Militer yang 
berbunyi: “Dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak Terdakwa atau Oditur 
untuk tidak menerima putusan Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan 
tingkat pertama dan terakhir atau tingkat Banding atau tingkat Kasasi yang 
berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana atau ahli 
warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 
putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 
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Diketahui, sebagai suatu hak maka suatu upaya hukum akan 
diajukan atau tidak sangat bergantung pada Terdakwa atau Oditur Militer 
yang akan mempergunakan hak tersebut atau tidak. 
b. Jenis-jenis Upaya Hukum 
Undang-Undang Peradilan Militer (UUPM) membedakan upaya 
hukum biasa dan luar biasa. 
1) Upaya Hukum Biasa 
Upaya hukum biasa diatur dalam UUPM bagian kesembilan Pasal 
219 sampai dengan Pasal 230 tentang pemeriksaan tingkat Banding, dan 
Pasal 231 sampai dengan 244 tentang pemeriksaan tingkat Kasasi. Upaya 
hukum biasa adalah hak Terdakwa dan Penuntut Umum untuk tidak 
menerima putusan (Judex Facti), sehingga maksud dari upaya hukum 
Terdakwa (Terpidana) atau Penuntut Umum tidak puas atau tidak dapat 
menerima putusan tersebut, adalah untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat oleh instansi sebelumnya, untuk kesatuan dalam Pengadilan dan 
perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang Hakim atau Pengadilan. 
Adanya upaya hukum, memberikan jaminan bagi Terdakwa atau 
masyarakat bahwa peradilan menurut fakta dan hukum adalah benar 
sejauh mungkin seragam. Upaya hukum biasa terdiri dari pemeriksaan 
tingkat Banding dan pemeriksaan tingkat Kasasi. 
2) Upaya Hukum Luar Biasa 
UUPM mengatur upaya hukum luar biasa yang diatur dalam 
bagian kesepuluh dari Pasal 245 sampai dengan Pasal 247 tentang 
pemeriksaan tingkat Kasasi demi kepentingan hukum dan dari Pasal 248 
sampai dengan Pasal 253 tentang pemeriksaan Peninjauan Kembali 
putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua 
putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, 
dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal. 
Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, 
bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan, 
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kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, 
Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan 
Kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 263 Ayat (3) KUHAP 
adapun dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali adalah 
adanya keadaan baru (novum), apabila dalam berbagai putusan terdapat 
saling pertentangan, dan apabila terdapat kekhilafan Hakim yang nyata 
dalam putusan. Jadi, upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan 
apabila putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
c. Upaya Hukum Kasasi 
Kasasi berasal dari Perancis, yaitu dari asal kata “casser” artinya 
memecah. Suatu putusan Hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan 
peradilan. Pada asasnya, Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi 
kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan 
kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan 
sempit. Penafsiran secara sempit yaitu jika Hakim memutus suatu perkara 
padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti 
luas misalnya jika Hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal Hakim 
pertama telah membebaskannya. 
Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa Kasasi adalah pembatalan 
yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas 
putusan-putusan Pengadilan-Pengadilan lain. (Wiryono Prodjodikoro, 
1983:10). Pasal 231 Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa 
terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat 
Banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau 
Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, 
kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan, akan tetapi sejak 
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 telah 
menghilangkan frasa kecuali terhadap putusan bebas. 
Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang 
dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (judex facti) 
apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan 
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sebelumnya telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan 
kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu 
nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara 
bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan 
mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (vrijspraak) oleh 
hakim pengadian negeri (Emmy Sri Mauli, 2014: 16). 
Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam 
kesatuan hukum, demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja bahwa tujuan 
utama daripada Lembaga Kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan 
hukum. 
Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa: 
(1) Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna 
menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang; 
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas 
kewenangannya. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas 
perkara yang diterima dari Pengadilan lain selain Mahkamah 
Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, 
berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di 
sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan 
Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan 
terakhir. 
(3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mahkamah Agung dapat 
mendengar secara langsung keterangan Terdakwa atau Saksi atau 
Oditur, dengan menjelaskan secara singkat dengan surat panggilan 
kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau 
Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk mendengar keterangan 
mereka, dengan cara pemanggilan yang sama. 
(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah 
Agung sejak diajukannya permohonan Kasasi. 
(5) a. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara Kasasi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Mahkamah Agung wajib 
mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap 
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ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun 
karena permintaan Terdakwa. 
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib 
memeriksa perkara tersebut. 
 
4. Pertimbangan Hakim Militer dalam Menjatuhkan Putusan 
a. Pengertian Putusan Hakim Militer 
Pemeriksaan suatu perkara di muka Hakim, diakhiri dengan suatu 
putusan atau vonis. Pasal 1 Angka 11 KUHAP menerangkan bahwa putusan 
Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Setiap 
keputusan Hakim merupakan salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu 
pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas, dan 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Lilik Mulyadi memberikan suatu 
definisi tentang putusan Hakim yaitu: 
“Putusan merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena 
jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah 
melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya 
berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala 
tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan 
menyelesaikan masalah” (Lilik Mulyadi, 2007 : 121).  
Putusan Hakim adalah suatu putusan akhir dalam proses peradilan 
yang didapat setelah Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa dan para 
Saksi serta melihat bukti-bukti yang diajukan di Pengadilan 
(https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/13377/9592 
diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 Pukul 16.03 WIB). 
b. Bentuk-bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Militer 
Bentuk putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan sangat bergantung 
pada musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari surat dakwaan 
dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan 
Pengadilan. Putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan mengenai suatu 
perkara, dapat berbentuk sebagai berikut: 
1) Putusan Bebas (vrijspraak). 
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Pengertian Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari 
tuntutan hukum dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya 
Terdakwa “tidak dipidana”. 
Berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer 
menyatakan bahwa apabila hasil pemeriksaan di sidang menyatakan 
bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari 
segala dakwaan. 
Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup 
membuktikan kesalahan Terdakwa dan sekaligus kesalahan Terdakwa 
yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh Hakim dan kesalahan 
yang didakwakan kepada Terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti 
saja, sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 171 Undang-Undang 
Peradilan Militer, agar cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa 
harus dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan 
vrijspraak ini disebabkan beberapa hal: 
a) Tidak dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana 
dalam Pasal 171 UUPM. Misalnya dalam hal pemeriksaan sidang hanya 
satu Saksi saja dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lain sedangkan 
Terdakwa tetap bersikeras tidak mengaku atas dakwaan yang ditujukan 
padanya. 
b) Sekalipun telah dipenuhi alat bukti, akan tetapi Hakim tidak 
memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa. Misalnya dalam suatu 
tindak pidana yang didakwakan, unsur niat tidak dapat dibuktikan. 
Apabila dalam putusan bebas dijatuhkan namun Terdakwa berada 
dalam tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan saat itu 
juga, kecuali ada alasan yang sah Terdakwa perlu ditahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (3) UUPM. Dalam hal ini Oditur Militer 
harus segera melaksanakan perintah tersebut. 
2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (onslag van alle 
rechtvervolging) 
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Putusan ini dijatuhkan apabila Hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak 
merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena: 
a) Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan 
Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak sesuai perumusan 
ketentuan peraturan pidana yang didakwakan. 
b) Terdakwa dalam keadaan: 
(1) Sakit jiwa (Pasal 44 KUHP); 
(2) Overmacht (Pasal 48 KUHP); 
(3) Membela diri/noodweer (Pasal 50 KUHP); 
(4) Melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah 
(Pasal 51 KUHP). 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan Hakim ditentukan 
berdasarkan kriteria yaitu : apa yang didakwakan kepada Terdakwa 
memang terbukti secara sah dan menyakinkan; tetapi sekalipun terbukti 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan 
tindak pidana (M.Yahya Harahap, 2016:352). 
3) Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan Terdakwa dijatuhkan oleh Hakim 
Pengadilan dalam hal apabila ternyata Terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan telah 
terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dan Hakim yakin bahwa 
tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa bersalah telah melakukannya 
(Moch. Faisal Salam, 2002:230). 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Terdakwa 
membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan dalam 
memahami setiap perkara yang terungkap di persidangan sehingga dalam 
menetapkan suatu hukuman dapat dirasa adil atau setimpal. 
Hakim harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
78 UUPM, sebelum menjatuhkan pemidanaan Hakim juga harus 
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memperhatikan apakah Terdakwa pernah ditahan atau tidak. Apabila 
Terdakwa berada dalam tahanan, maka isi putusan Terdakwa dikurangi 
selama Terdakwa dalam tahanan. 
Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa 
penahanan, hukuman disiplin itu tersebut wajib dipertimbangkan dari 
pidana yang dijatuhkan. Baik berupa putusan pemidanaan maupun 
putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan 
hukum. Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita 
diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang 
Namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali menurut peraturan 
Perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat 
dipergunakan lagi (Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan 
Militer). 
4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili 
Didasarkan pada Pasal 132 Ayat (1) UUPM yang berbunyi 
sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima 
pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, 
Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera 
mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan 
yang dipimpinnya. 
Dalam hal Ketua Pengadilan Militer berpendapat, bahwa perkara 
pidana itu tidak termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya, 
tetapi termasuk wewenang Pengadilan Militer lain, ia menyerahkan surat 
pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer lain yang 
dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat 
alasannya. 
5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima (Niet 
Onvalijk Verklaraad) 
Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima pada 
dasarnya termasuk kekurang cermatan Penuntut Umum sebab putusan 
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tersebut dijatuhkan karena pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan 
dalam delik aduan tidak ada; perbuatan yang didakwakan kepada 
Terdakwa sudah pernah diadili (nebis in idem); hak untuk penuntutan 
hilang karena daluarsa (verjaring). 
6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum (Nietig 
Verklaring Van De Acte Vereijing) 
Berdasarkan Pasal 130 UUPM, yang berbunyi: 
(1) Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) Huruf f dilaksanakan oleh 
Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan 
yang berwenang dengan disertai surat dakwaan. 
(2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda-
tangani serta berisi: 
a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, 
kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, 
kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa; 
b. Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu 
dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (2) Huruf b batal demi hukum. 
(4) Salinan surat keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan 
disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada 
saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan 
Penyerahan Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, 
dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik. 
Hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda-beda pada setiap tindak 
pidana dan hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 6 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang antara lain: 
1) Pidana-pidana utama: 
Ke-1, Pidana mati; 
Ke-2, Pidana penjara; 
Ke-3, Pidana kurungan; 
Ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946). 
2) Pidana-pidana tambahan: 
Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya 
untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 
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Ke-2, Penurunan pangkat; 
Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama 
pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit 
TNI juga didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan 
yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi 
dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer. Kepercayaan yang 
diberikan kepaa Hakim Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim 
Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. 
Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer harus 
tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim 
dan hal yang paling essensial apabila tidak dijatuhkan pidana 
pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan 
Militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan 
sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat Militer. 
Adapun hakekat yang menjadi dasar mengapa Hakim sipil 
tidak berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari 
dinas militer, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana 
tambahan pemecatan bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan 
Hakim Militer, walaupun mungkin terjadi bahwa seseorang Militer 
yang diperiksa dalam perkara koneksitas dan diperiksa di 
lingkungan peradilan umum pemecatan terhadap Prajurit dapat 
dilakukan mengingat dalam perkara koneksitas Hakim Militer juga 
turut duduk dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, 
sehingga penjatuhan pidana pemecatan dapat dilaksanakan. 
Beberapa ketentuan yang dijadikan dasar hukum pemecatan 
kepada Prajurit TNI antara lain: 
1. Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM, menyatakan “Pidana tambahan 
dipecat dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya 
untuk memasuki Angkatan Bersenjata.” 
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2. Pasal 26 KUHPM yang berbunyi: 
(1)   Pemecatan dari Dinas militer dengan atau tanpa pencabutan 
hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang 
ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim 
bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau 
pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan 
kejahatan yang dilakukan, dipandangnya tidak layak lagi tetap 
dalam kalangan militer. 
(2)   Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya 
semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata 
selama dinasnya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak 
pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam 
peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana. 
(3)   Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan 
hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga 
berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-
bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-
tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir 
diperolehnya berkenaan dengan dinasnya terdahulu. 
3. Pasal 29 Ayat (1) KUHPM, menyatakan: 
(1) Pidana tambahan mengenai pemecatan dari dinas militer 
dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan 
Bersenjata dan mengenai penurunan pangkat mulai berlaku pada 
hari saat putusan itu dapat dilaksanakan.  
(2) Apabila salah satu pidana tambahan yang disebut pada ayat 
pertama dijatuhkan, dan apabila terpidana tidak berada dalam 
tahanan sementara sampai pada saat pidana itu ditetapkan untuk 
dijalani, maka menurut hukum terpidana ditahan.  
(3) Penahanan yang dimaksud pada ayat kedua, dijalani pada 
suatu tempat yang ditentukan oleh Panglima/Perwira Komandan 
langsung yang membawahkan terpidana, dengan cara yang 
sedemikian rupa sehingga terpidana tidak boleh berhubungan 
dengan para militer lainnya. Selama penahanan ini terpidana 
tidak diperkenankan untuk melaksanakan dinas.  
Dasar hukum pemecatan dalam putusan Hakim. Bahwa 
persoalan yang timbul adanya perbedaan pandangan dari Mahkamah 
Agung terhadap penerapan Pasal 26 ayat (1) KUHPM bahwa 
seharusnya apabila Hakim Militer akan memecat, maka seharusnya 
dalam Surat Dakwaan dicantumkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM 
sebagai dasar pemecatan. Pandangan tersebut sangat keliru sebab 
ketentuan Pasal 26 ayat (1) bukan merupakan unsur yang harus 
dibuktikan, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat mutatis 
mutandis yang seharusnya digunakan oleh Hakim sebagai landasan 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari 
dinas militer 
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c. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Peranan Hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses 
peradilan dapat dilihat dari putusannya itu sendiri artinya ada tidaknya suatu 
kebenaran ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Peranan Hakim dalam 
sistem peradilan diposisikan sebagai actor yang diharapkan dapat 
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 
Putusan Hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu 
perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para 
pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan 
seorang Hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of 
justice). Antara undang – undang dengan Hakim / pengadilan, terdapat 
hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan lainnya (HM. Soerya 
Respationo dan M. Guntur Hamzah, 2013:11). 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur 
dalam Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, 
“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 
memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili”. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 194 Ayat (1) Huruf d 
dan f UUPM yang menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara 
ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh 
dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 
Terdakwa dan pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan Perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 
yang meringankan Terdakwa. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli 
Muhammad dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis 
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Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal yang dimaksud, sebagai berikut: 
a) Dakwaan Penuntut Umum/Oditur Militer 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal itu pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan 
selain berisikan identitas Terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana 
itu dilakukan. Dakwaan yang dibacakan di depan persidangan itulah 
yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim. 
b) Keterangan Terdakwa 
Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa 
di depan persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang 
diketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa sekaligus 
juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum 
atau dari Penasihat Hukum. 
c) Keterangan Saksi 
Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila 
keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan/atau 
didengar oleh Saksi sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang 
Pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan Saksi menjadi 
pertimbangan Hakim dalam putusannya dan Hakim harus 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar keterangan Saksi harus 
diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. 
d) Barang-barang Bukti 
Barang bukti memiliki arti semua benda yang dapat dikenakan 
penyitaan yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan 
untuk melakukan tindak pidana yang kemudian diajukan di depan 
sidang Pengadilan. 
e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana 
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Berkaitan dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum 
pidana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum selalu 
dihubungkan dengan perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa. 
Dalam hal ini, Penuntut Umum berusaha untuk membuktikan dan 
Hakim memeriksa serta melakukan penilaian pembuktian melalui alat-
alat bukti apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi 
unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 
2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis merupakan 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis. 
Hakim dalam proses menjatuhkan putusan, membuat pertimbangan yang 
bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis dibutuhkan oleh Hakim 
dikarenakan masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh 
Terdakwa tidak cukup didasarkan dari segi normatif dan segi kerugian. 
Tetapi faktor intern dan ekstern juga harus dipertimbangkan (Andi 
Hamzah, 2009:20). 
a) Latar belakang Terdakwa 
Latar belakang Terdakwa yaitu setiap keadaan yang membuat 
timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana.  
b) Akibat perbuatan Terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan, akibat 
dari perbuatan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan tersebut 
dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak 
keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam. 
c) Kondisi diri Terdakwa 
Kondisi Terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 
Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial 
yang melekat pada diri Terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan 
adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis 
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berkaitan dengan perasaan yang berupa tekanan dari orang lain, 
pikiran kacau, keadaan marah, dan lain-lain. 
d) Agama Terdakwa 
Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama sekedar 
meletakkan kata Ketuhanan pada kepala putusan, tetapi harus menjadi 
ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim 
sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan (Rusli 
Muhammad, 2007: 212-220). 
Dasar pertimbangan Hakim selain pertimbangan yang bersifat 
yuridis dan yuridis terkait pula terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang 
menjadi alasan bahwa sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan 
efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 
Umum kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak adanya alasan yang 
meringankan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan adalah setiap hal yang 
menjadi alasan Hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh Majelis 
Hakim dikarenakan Terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan 
baginya (Nurhaffifah dan Rahmiati, Kanun Jurnal Hukum, Agustus 
2015:357-358). 
Dampaknya putusan Hakim dalam hal memberatkan dan 
meringankan terhadap pelaku. Dalam hal memberatkan agar dengan maksud 
memberikan pelajaran agar kelak Terdakwa tidak melakukan lagi 
perbuatannya dan pula agar dikemudian hari Terdakwa dapat menyadari dan 
menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat. Dampak 
dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim semata-mata 
untuk mendidik, membimbing, dan membina Terdakwa agar Terdakwa 
setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan diterima 
dalam masyarakat. 
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Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 
 Kerangka pemikiran di atas, menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam 
mengangkat, menggambarkan, menelaah, dan menjabarkan serta menemukan 
jawaban atas permasalahan hukum ini, yaitu mengenai Argumentasi Pertimbangan 
Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok Lebih Ringan Tanpa Menghapus 
Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dalam Perkara Perzinahan (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017). 
Berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) UUPM bahwa suatu pemeriksaan dalam 
tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 Ayat (1) guna menentukan apakah benar 
suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana 
mestinya. 
Meninjau perkara perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer 
sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 220 K/MIL/2017 
Bahwa atas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-16 
Makassar Nomor 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 yang amarnya menyatakan 
Terdakwa dengan Pidana pokok 1 (satu) tahun Pidana tambahan dipecat dari dinas 
militer. Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding dan telah diputuskan 
pada Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Militer 
Tinggi Menguatkan Putusan Pengadilan Militer dan Terdakwa telah mengajukan 
upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. 
Dalam memori Kasasinya, Terdakwa menguraikan hal-hal yang menjadi 
alasan pengajuan upaya hukum Kasasi tersebut. Pengajuan upaya hukum Kasasi 
oleh Terdakwa dengan alasan atau dasar bahwa Judex Facti tidak sempurna dalam 
pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman Terdakwa karena putusan 
tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan hukuman. Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar juncto 
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai karena tidak 
menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak 
sebagaimana mestinya. Bahwa putusan tingkat Banding tidak memberikan 
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pertimbangan hukum terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan 
putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-K/PM.III-
16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016. 
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan alasan 
permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena 
putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan 
Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah salah menerapkan hukumnya. 
Berdasarkan pertimbangan Hakim Agung, terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa dan 
membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kemudian 
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan 
menjatuhkan pidana pokok lebih ringan selama 6 (enam) bulan dan tetap dijatuhi 
Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dari uraian tersebut dapat diketahui 
adanya suatu permasalahan hukum yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung 
Nomor: 220 K/MIL/2017 sehingga peneliti memandang perlu adanya suatu kajian 
yang lebih mendalam terhadap putusan ini.
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Penulis telah melakukan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 220 K/MIL/2017 dalam perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan 
oleh seorang anggota militer. Dan diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap : M. Triasta Kavrianto 
Pangkat/Nrp.  : Lettu Caj / 11090041090288 
Jabatan  : Kaur Binkat Ba/Ta Siminperspra 
Kesatuan  : Ajendam VII/Wrb 
Tempat lahir  : Bandung 
Tanggal lahir  : 9 Februari 1988 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Mess Ajendam VII/Wrb Jalan Cendrawasih No. 72        
  Kota Makassar 
Agama  : Islam 
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa 
Kasus ini adalah kasus tindak pidana perzinahan yang dilakukan 
oleh M. Triasta Kavrianto prajurit TNI-AD telah melakukan perbuatan 
intim (perbuatan layaknya suami istri) dengan Andi Mira Fatmawati yang 
merupakan istri dari Pratu Saksi 1 yang menikah dengan Andi Mira 
Fatmawati secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 
0734/030/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Makassar. Satu bulan 
setelah menikah tepatnya pada bulan November 2015, Pratu Saksi 1 
ditugaskan bergabung dalam Satgas TNI Konga Unifil sebagai personel 
TNI yang tergabung dalam penugasan misi perdamaian PBB di Lebanon.
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Pada tanggal 21 Desember 2015 Andi Mira Fatmawati 
melaksanakan sosialisasi ATM Merah Putih BRI di kantor Ajendam 
VII/Wrb dan bertemu dengan M. Triasta Kavrianto, sebelumnya Andi 
Mira Fatmawati merupakan teman kuliah di Universitas Indonesia Timur 
kemudian Terdakwa memberikan nomor handphonenya 085294094294 
dengan maksud untuk didaftarkan layanan SMS Banking dan berencana 
ikut Asuransi Bank BRI. Pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 
18.00 WITA Andi Mira Fatmawati menelepon menanyakan apakah jadi 
ikut Asuransi Bank BRI satelah lama mengobrol melalui telepon M. 
Triasta Kavrianto mengajak Andi Mira Fatmawati pergi ke tempat 
karaoke di Happy Puppy Jalan Sam Ratulangi, Kota Makassar dari jam 
22.00 sampai dengan 00.00 WITA. 
Tanggal 24 Desember 2015 di Mess Ajendam VII/Wrb melakukan 
hubungan badan layaknya suami istri untuk yang pertama kali, awalnya 
Andi Mira Fatmawati menolak namun lama kelamaan mau melakukan 
hubungan badan layaknya suami istri. 
Perkenalan pertama M. Triasta Kavrianto belum mengetahui 
bahwa Saudari Andi Mira Fatmawati telah menikah lalu pada bulan 
Januari 2016 hari dan tanggal sudah lupa baru mengetahui jika Saudari 
Andi Mira Fatmawati sudah memiliki suami berdasarkan informasi dari 
Sertu Fahrul Rozi dan Sertu Tri Unggul anggota Ajendam VII/Wrb dan 
setelah mengetahui berniat untuk mengakhiri hubungannya namun Andi 
Mira Fatmawati tidak mau dan mengancam apabila tidak mau menuruti 
kemauanya maka akan melaporkan tentang apa yang pernah dilakukan, 
sehingga M. Triasta Kavrianto mau diajak untuk nongkrong di kafe dan 
pergi ke tempat karaoke seperti di Happy Puppy sebanyak 2 (dua) kali, 
Karaoke di M-Club sebanyak 1 (satu) kali dan menonton bioskop di Mall 
Ratu Indah sebanyak 2 (dua) kali. Andi Mira Fatmawati dan M Triasta 
Kavrianto juga pernah menginap di Hotel dan melakukan hubungan 
badan layaknya suami istri di Hotel Red Planet, Hotel Whitz, Hotel 
Condotel, dan Hotel Aston. Setiap menginap di Hotel yang membayar 
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sewa Hotel adalah Andi Mira Fatmawati dan telah melakukan hubungan 
badan layaknya suami istri sebanyak  5 (lima) kali. 
Tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 00.15 WITA Dandenpom VII/6 
Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus bersama Kapten Rosichan 
melakukan penggerebekan di Mess Ajendam VII/Wrb berdasarkan 
informasi SMS dari nomor yang tidak dikenal memberitahukan bahwa 
Istri Pratu Saksi-1 berada di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan 
Cenderawasih, Makassar dan mendapati M. Triasta Kavriano dan Andi 
Mira Fatmawati berada dalam satu kamar lalu dibawa ke Madenpom 
VII/6 Makassar untuk menjalani proses hukum. 
3. Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar 
Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di 
bawah ini, yaitu pada tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 
WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2016 sekitar 
pukul 00.15 WITA, atau setidak-tidaknya dari tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2016 di Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, di Hotel 
Red Planet, Jalan Dr. Sam Ratulangi, di Hotel Whitz, Jalan Sultan 
Hasanuddin, di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf dan di Hotel 
Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk 
daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan 
tindak pidana: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 
melalui Pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang Jawa 
Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan 
dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya mengikuti 
Pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Lembang, 
Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di 
Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang 
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menjadikan perkara ini berpangkat Letnan Satu Caj 
NRP.11090041090288. 
b. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WITA 
Saudari Saksi 4 (Saksi-4) yang merupakan istri dari Pratu Saksi 1 
NRP. 31090521380xxx (Saksi-1) menelepon Terdakwa menanyakan 
“Lagi dimana sudah makan atau belum” dijawab oleh Terdakwa “Lagi 
di Mess, belum” kemudian Saksi-4 berkata “Mau dibawakan makanan 
atau tidak” dijawab oleh Terdakwa “Boleh” kemudian sekitar pukul 
11.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan 
Cenderawasih, Kota Makassar menemui Terdakwa dengan membawa 
makanan selanjutnya makan bersama sambil ngobrol di dalam kamar 
Mess Ajendam VII/Wrb tersebut, selanjutnya sekitar pukul 17.00 
WITA Terdakwa bersama Saksi-4 berciuman bibir selama 10 
(sepuluh) menit setelah itu berhenti lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 
pulang namun Saksi-4 tidak mau pulang melainkan memilih tinggal di 
Mess. 
c. Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali memeluk Saksi-
4 sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 
untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang 
pertama kali, awalnya Saksi-4 menolak namun lama kelamaan Saksi-4 
mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan 
Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan Terdakwa 
membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir 
sambil memegang payudara Saksi-4 setelah sama-sama terangsang 
Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-4 dengan 
posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah dan menggoyang 
goyangkan pantatnya sambil mencabut dan memasukkan kembali 
penisnya ke dalam vagina Saksi-4 hingga selama kurang lebih 10 
(sepuluh) menit hingga terasa nikmat setelah itu mencapai Terdakwa 
klimaks lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya 
di atas perut Saksi-4. 
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d. Bahwa pada bulan Januari 2016 hari dan tanggal sudah lupa, 
Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 sudah memiliki suami yaitu atas 
nama Pratu Saksi 1 anggota Denpom VII/6 Makassar hal tersebut 
diketahuinya berdasarkan informasi dari Sertu Fahrul Rozi dan Sertu 
Tri Unggul anggota Ajendam VII/Wrb, dan setelah Terdakwa 
mengetahui Terdakwa berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan 
Saksi-4 namun Saksi-4 tidak mau dan mengancam apabila Terdakwa 
tidak mau menuruti kemauan Saksi-4 maka Saksi-4 akan melaporkan 
tentang apa yang pernah Terdakwa lakukan dengan Saksi-4, sehingga 
Terdakwa mau diajak Saksi-4 untuk nongkrong di kafe dan pergi ke 
tempat karaoke seperti di Happy Puppy sebanyak 2 (dua) kali, 
Karaoke di M-Club sebanyak 1 (kali), dan menonton bioskop di Mall 
Ratu Indah sebanyak 2 (dua) kali. 
e. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah istri dari Saksi-1, 
Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan selain ke 
tempat-tempat hiburan tersebut di atas Saksi-4 bersama Terdakwa 
juga pernah menginap di Hotel dan melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri di dalam kamar Hotel di antaranya: 
1) Pada bulan Januari 2016 di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Sam 
Ratulangi, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
2) Pada bulan Februari 2016 di Hotel Whitz, Jalan Sultan 
Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
3) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. 
Yusuf sebanyak 1 (satu) kali. 
4) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, 
Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
Selama Saksi-4 ditinggal Saksi-1 melaksanakan tugas ke luar negeri 
kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa telah 
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak kurang 
lebih 5 (lima) kali. 
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f. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri di 
hotel yang mengajak dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-4, 
kemudian pada saat menginap di Hotel Condotel bulan Maret 2016 
dan di Hotel Red Planet bulan Januari 2016, Saksi-4 mengambil 
gambar menggunakan kamera Handphone miliknya dengan cara foto 
selfi dalam keadaan saling berciuman bibir dan berpelukan di atas 
tempat tidur. 
g. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 23.00 
WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb sesampainya di 
depan Mess, Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahukan jika 
dirinya berada di depan Mess kemudian Terdakwa berkata “Ngapain 
disini” dijawab oleh Saksi-4 “Nunggu temen” Terdakwa berkata 
“Jangan disini nunggunya nanti dilihat orang” lalu Terdakwa dan 
Saksi-4 ngobrol di parkiran motor selanjutnya sekitar pukul 23.45 
Terdakwa menyuruh Saksi-4 masuk ke dalam kamar. 
h. Bahwa pada saat Saksi-4 berada di dalam kamar Terdakwa kemudian 
sekitar pukul 00.15 WITA (masuk hari Sabtu tanggal 9 April 2016) 
Dandenpom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus 
bersama Kapten Cpm Rosichan (Saksi-2) melakukan penggerebekan 
di Mess Ajendam VII/Wrb dimana pada saat itu Dandenpom VII/6 
Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus Bersama Saksi-2 
mendapati Terdakwa Bersama Saksi-4 berada dalam satu kamar dan 
diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri 
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Madenpom VII/6 
Makassar untuk menjalani proses hukum. 
i. Bahwa Dandenpom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti 
Amyus Bersama Saksi-2 melakukan penggerebekan di Mess Ajendam 
VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar tersebut karena adanya 
informasi SMS dari nomor yang tidak dikenal karena orang tersebut 
merasa risih melihat Saksi-4 yang merupakan istri dari Pratu Saksi-1 
tidur bersama Terdakwa di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, adapun isi 
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dari SMS tersebut mengatakan bahwa “Istrinya Pratu Saksi-1 saat ini 
berada di dalam Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota 
Makassar”. 
j. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit Perwira TNI AD mengetahui jika 
perbuatan perzinahan dan asusila yang Terdakwa lakukan bersama 
Saksi-4 yang merupakan istri seorang anggota TNI AD atas nama 
Pratu Saksi-1 NRP. 31090521380xxx Kesatuan Denpom VII/6 
Makassar adalah salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI, 
dimana Terdakwa telah melanggat ST Panglima TNI Nomor 
STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Prajurit TNI yang 
melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) 
dapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun Terdakwa tetap 
melakukannya dan tidak memperdulikan aturan tersebut. 
Atau 
Kedua: 
 Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut 
di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember 2000 
lima belas sekitar pukul 18.30 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 
sembilan bulan April tahun 2000 enam belas sekitar pukul 00.15 WITA, 
atau setidak-tidaknya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Mess 
Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, di Hotel Red Planet, Jalan Dr. 
Samratulangi, di Hotel Whitz, Jalan Sultan Hasanuddin, di Hotel 
Condotel, Jalan Jenderal M. Yusuf dan di Hotel Aston, Jalan Sultan 
Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidak-
tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan 
Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: “Seorang pria 
yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa 
yang turut bersalah telah menikah”. 
Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 
melalui Pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang Jawa 
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Tengah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan setelah lulus pendidikan 
dilantik dengan pangkat Letnan Dua selanjutnya mengikuti 
Pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Lembang, 
Bandung kemudian setelah selesai pendidikan ditempatkan di 
Ajendam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang 
menjadikan perkara ini berpangkat Letnan Satu Caj 
NRP.11090041090288. 
b. Bahwa Pratu Saksi 1 NRP. 31090521380xxx (Saksi-1) menikah 
dengan Saudari Saksi 4 (Saksi-4) secara sah dengan diketahui pihak 
Kesatuan Denpom VII/6 Makassar pada hari Minggu tanggal 4 
Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 
0734/030/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Makassar dan 
pada saat menikah status Saksi-1 masih bujangan sedangkan status 
Saksi-4 adalah janda belum punya anak. 
c. Bahwa satu bulan setelah menikah tepatnya pada bulan November 
2015, Saksi-1 mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan tugas 
bergabung dalam Satgas TNI Konga Unifil sebagai personel TNI 
yang bergabung dalam penugasan misi perdamaian PBB di Lebanon. 
d. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Saksi-4 melaksanakan 
sosialisasi ATM Merah Putih Bank BRI di kantor Ajendam VII/Wrb 
dan bertemu dengan Terdakwa dimana sebelumnnya Terdakwa dan 
Saksi-4 pernah kenal pada tahun 2010 pada saat masih sama-sama 
kuliah di Universitas Indonesia Timur (UIT) namun hanya sebatas 
teman kuliah, kemudian Terdakwa memberikan nomor 
handphonenya 085294094294 kepada Saksi-4 dengan maksud untuk 
didaftarkan layanan SMS Banking dan berencana ikut Asuransi Bank 
BRI. 
e. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 WITA 
Saksi-4 menelepon Terdakwa menanyakan masalah jadi tidaknya ikut 
Asuransi Bank BRI setelah lama mengobrol melalui sambungan 
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telepon lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke tempat karaoke di 
Happy Puppy Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Makassar dari jam 
22.00 sampai dengan 00.00 WITA setelah itu Terdakwa pulang ke 
Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar 
sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya katanya di daerah Jalan 
Hartasning namun tidak memberitahukan alamat lengkapnya. 
f. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WITA 
Saudari Saksi 4 (Saksi-4) yang merupakan istri dari Pratu Saksi 1 
NRP. 31090521380xxx (Saksi-1) menelepon Terdakwa menanyakan 
“Lagi dimana sudah makan atau belum” dijawab oleh Terdakwa 
“Lagi di Mess, belum” kemudian Saksi-4 berkata “Mau dibawakan 
makanan atau tidak” dijawab oleh Terdakwa “Boleh” kemudian 
sekitar pukul 11.00 WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam 
VII/Wrb, Jalan Cenderawasih, Kota Makassar menemui Terdakwa 
dengan membawa makanan selanjutnya makan bersama sambil 
ngobrol di dalam kamar Mess Ajendam VII/Wrb tersebut, selanjutnya 
sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-4 berciuman 
bibir selama 10 (sepuluh) menit setelah itu berhenti lalu Terdakwa 
menyuruh Saksi-4 pulang namun Saksi-4 tidak mau pulang 
melainkan memilih tinggal di Mess. 
g. Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali memeluk Saksi-
4 sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 
untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang 
pertama kali, awalnya Saksi-4 menolak namun lama kelamaan Saksi-
4 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan 
Terdakwa lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-4 dan Terdakwa 
membuka celananya sendiri selanjutnya Terdakwa mencium bibir 
sambil memegang payudara Saksi-4 setelah sama-sama teragsang 
Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-4 dengan 
posisi Terdakwa di atas dan Saksi-4 di bawah dan menggoyang 
goyangkan pantatnya sambil mencabut dan memasukkan kembali 
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penisnya ke dalam vagina Saksi-4 hingga selama kurang lebih 10 
(sepuluh) menit hingga terasa nikmat setelah itu mencapai Terdakwa 
klimaks lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan cairan spermanya 
di atas perut Saksi-4. 
h. Bahwa pada bulan Januari 2016 hari dan tanggal sudah lupa, 
Terdakwa mengetahui jika Saksi-4 sudah memiliki suami yaitu atas 
nama Pratu Saksi 1 anggota Denpom VII/6 Makassar hal tersebut 
diketahuinya berdasarkan informasi dari Sertu Fahrul Rozi dan Sertu 
Tri Unggul anggota Ajendam VII/Wrb, dan setelah Terdakwa 
mengetahui Terdakwa berniat untuk mengakhiri hubungannya 
dengan Saksi-4 namun Saksi-4 tidak mau dan mengancam apabila 
Terdakwa tidak mau menuruti kemauan Saksi-4 maka Saksi-4 akan 
melaporkan tentang apa yang pernah Terdakwa lakukan dengan 
Saksi-4, sehingga Terdakwa mau diajak Saksi-4 untuk nongkrong di 
kafe dan pergi ke tempat karaoke seperti di Happy Puppy sebanyak 2 
(dua) kali, Karaoke di M-Club sebanyak 1 (kali), dan menonton 
bioskop di Mall Ratu Indah sebanyak 2 (dua) kali. 
i. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah istri dari Saksi-
1, Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi-4 bahkan selain 
ke tempat-tempat hiburan tersebut di atas Saksi-4 bersama Terdakwa 
juga pernah menginap di Hotel dan melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri di dalam kamar Hotel di antaranya: 
1) Pada bulan Januari 2016 di Hotel Red Planet, Jalan Dr. Sam 
Ratulangi, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
2) Pada bulan Februari 2016 di Hotel Whitz, Jalan Sultan 
Hasanuddin, Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
3) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Condotel, Jalan Jenderal M. 
Yusuf sebanyak 1 (satu) kali. 
4) Pada bulan Maret 2016 di Hotel Aston, Jalan Sultan Hasanuddin, 
Kota Makassar sebanyak 1 (satu) kali. 
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Dengan demikian selama Saksi-4 ditinggal Saksi-1 melaksanakan 
tugas ke luar negeri kemudian menjalin hubungan pacaran dengan 
Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri 
sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. 
j. Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri di 
hotel yang mengajak dan yang membayar sewa hotel adalah Saksi-4, 
kemudian pada saat menginap di Hotel Condotel bulan Maret 2016 
dan di Hotel Red Planet bulan Januari 2016, Saksi-4 mengambil 
gambar menggunakan kamera Handphone miliknya dengan cara foto 
selfi dalam keadaan saling berciuman bibir dan berpelukan di atas 
tempat tidur. 
k. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 April 2016 sekitar pukul 23.00 
WITA Saksi-4 datang ke Mess Ajendam VII/Wrb sesampainya di 
depan Mess, Saksi-4 menelepon Terdakwa memberitahukan jika 
dirinya berada di depan Mess kemudian Terdakwa berkata “Ngapain 
disini” dijawab oleh Saksi-4 “Nunggu temen” Terdakwa berkata 
“Jangan disini nunggunya nanti dilihat orang” lalu Terdakwa dan 
Saksi-4 ngobrol di parkiran motor selanjutnya sekitar pukul 23.45 
Terdakwa menyuruh Saksi-4 masuk ke dalam kamar. 
l. Bahwa pada saat Saksi-4 berada di dalam kamar Terdakwa kemudian 
sekitar pukul 00.15 WITA (masuk hari Sabtu tanggal 9 April 2016) 
Dandenpom VII/6 Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus 
bersama Kapten Cpm Rosichan (Saksi-2) melakukan penggerebekan 
di Mess Ajendam VII/Wrb dimana pada saat itu Dandenpom VII/6 
Makassar atas nama Letkol Cpm Karti Amyus Bersama Saksi-2 
mendapati Terdakwa Bersama Saksi-4 berada dalam satu kamar dan 
diduga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri 
selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Madenpom VII/6 
Makassar untuk menjalani proses hukum. 
m. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit Perwira TNI AD mengetahui jika 
perbuatan perzinahan dan asusila yang Terdakwa lakukan bersama 
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Saksi-4 yang merupakan istri seorang anggota TNI AD atas nama 
Pratu Saksi-1 NRP. 31090521380xxx Kesatuan Denpom VII/6 
Makassar adalah salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI, 
dimana Terdakwa telah melanggat ST Panglima TNI Nomor 
STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Prajurit TNI yang 
melakukan perbuatan asusila dengan Keluarga Besar TNI (KBT) 
dapat diberhentikan dengan tidak hormat dan STR Kasad Nomor 
STR/496/2003 tanggal 13 Juli 2003 tentang pelanggaran asusila yang 
melibatkan sesama suami/istri dan anak anggota TNI, prajurit yang 
bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat, namun 
Terdakwa tetap melakukannya dan tidak memperdulikan aturan 
tersebut. 
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam 
dengan pidana dalam Pasal Pertama: Pasal 281 Ke-1 KUHP Atau 
Kedua: Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP. 
4. Tuntutan Pidana Oditur Militer Oditurat Militer III-16 Makassar 
Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 
Makassar tanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut: 
a. Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan “Seorang pria telah nikah yang 
melakukan zina” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a 
KUHPidana; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lettu Caj M. Triasta dengan 
Pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama 
penahanan sementara dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer 
Cq. TNI AD; 
c. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
d. Barang bukti berupa: 
1) Berupa barang: 
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a) 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam milik 
Terdakwa; 
b) 1 (satu) buah handphone merek Sony Experia warna hitam 
milik Saudari Saksi-4; 
c) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik 
Saudari Saksi-4. 
2) Berupa surat: 
a) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin Nikah SIN/18/IX/2015 
tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu Saksi-1 NRP. 
31090521380xxx dengan Saksi-4; 
b) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 
0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu 
Saksi-1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi-4, yang 
dikeluarkan oleh KUA Rappocini, Makassar; 
c) Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor 
Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang 
perintah bergabung dalam tugas Satgas TNI Konga Unifil 
Lebanon TA. 2015 atas nama Pratu Saksi-1 NRP. 
31090521380xxx; 
d) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Saudari Saksi-
4 yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari memori 
handphone Sony Experia milik Saudari Saksi-4; 
e. Membebankan Terdakwa Lettu Caj M. Triasta Kavrianto NRP. 
11090041090288 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
15.000,00 (lima belas ribu rupiah). 
5. Amar Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 
144-K/PM.III-16/AD/X?2016 tanggal 22 Desember 2016 yang amar 
lengkapnya sebagai berikut: 
a. Menyatakan Terdakwa M. Triasta Kavrianto, Lettu Caj NRP. 
11090041090288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan”; 
b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: 
Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
Pidana Tambahan  : Dipecat dari dinas militer. 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) Barang-barang: 
a) 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam milik 
Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa; 
b) 1 (satu) buah handphone merek Sony Experia warna hitam 
milik Saudari Saksi-4. Dikembalikan kepada Saudari Saksi-4; 
c) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik 
Saudari Saksi-4. Dikembalikan kepada Saudari Saksi-4; 
d) 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih. 
Dikembalikan kepada Terdakwa. 
2) Surat-surat: 
a) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin Nikah SIN/18/IX/2015 
tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu Saksi-1 NRP. 
31090521380xxx dengan Saksi-4; 
b) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 
0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu 
Saksi-1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi-4, yang 
dikeluarkan oleh KUA Rappocini, Makassar; 
c) Surat Perintah Danpomdam VII/Wrb Nomor 
Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang 
perintah bergabung dalm tugas Satgas TNI Konga Unifil 
Lebanon TA. 2015 atas nama Pratu Saksi-1 NRP. 
31090521380xxx; 
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d) 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Saudari Saksi 
4 yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari 
memori handphone Sony Experia milik Saudari Saksi 4; 
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 
d. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 
(lima belas ribu rupiah). 
e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 
6. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 
23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang amar 
lengkapnya sebagai berikut: 
a. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh 
Terdakwa M. Triasta Kavrianto, Lettu Caj NRP. 11090041090288; 
b. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-
K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016, untuk 
seluruhnya; 
c. Membebankan biaya perkara tingkat Banding kepada Terdakwa 
sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 
d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 
e. Memerintahan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan 
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-
16 Makassar. 
7. Alasan-alasan Kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi 
Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Keberatan Pertama 
Bahwa Judex Facti tidak sempurna dalam pertimbangan-
pertimbangannya mengenai hukuman Terdakwa karena putusan tidak 
memuat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan hukuman. 
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Bahwa Pasal 194 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 menyatakan bahwa “Putusan pemidanaan memuat: antara 
lain Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
dari pada putusan , disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan Terdakwa”. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Mahkamah Agung Nomor 
535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa 
“Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti, yang 
tidak tunduk pada Kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman 
yang tidak diatur Undang-Undang atau tidak/kurang memberikan 
pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman”. 
Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan 
bahwa setiap putusan Judex Facti, baik itu putusan Pengadilan Militer 
Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding 
harus tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. 
Bahwa Terdakwa M. Triasta Kavrianto belum pernah dihukum 
sebelumnya baik disiplin maupun pidana, masih sangat muda dan 
mempunyai semangat kerja yang tinggi serta masih dapat dibina 
menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi, adanya surat rekomendasi 
keringanan hukuman Kaajendam VII/Wrb Nomor B/2582/XI/2016 
tanggal 9 November 2016 (terlampir). Terdakwa juga merupakan 
tumpuan hidup keluarganya. 
Bahwa beberapa hal tersebut di atas adalah termasuk hal-hal 
yang meringankan pada diri Terdakwa, yang melekat dan tidak dapat 
terpisahkan pada diri Terdakwa selama ia menjadi prajurit TNI AD 
dan hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan 
penghargaan sedikitpun dari Majelis Hakim baik Majelis Tingkat 
Pertama maupun Majelis Tingkat Banding. 
58 
 
 
 
Bahwa dalam Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 berbunyi: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) 
Huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal 
demi hokum”. 
b. Keberatan Kedua 
Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar juncto Pengadilan Militer 
III Surabaya telah keliru dan lalai karena tidak menerapkan suatu 
peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. 
Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu alasan 
dapat diajukannya permohonan Kasasi adalah antara lain karena suatu 
peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana 
mestinya. Bahwa mengalir dari uraian alasan dan keberatan 
PERTAMA di atas maka sangatlah tepat apabila dikatakan bahwa 
putusan Pengadilan Militer III 16 Makassar Juncto putusan 
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai tidak 
menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak 
sebagaimana mestinya. 
Bahwa karena putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak memuat hal-hal yang 
meringankan sebagaimana mestinya suatu format putusan yang formal 
berdasarkan kepada Perundang-undangan, maka Pemohon Kasasi 
memohon agar Hakim Agung yang mulia berkenan memutuskan, 
membatalkan putusan Tingkat Banding dan putusan Tingkat Pertama, 
selain daripada itu, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya tidak berdasarkan pada fakta yang terjadi pada saat 
pemeriksaan dalam persidangan di depan para Majelis Hakim Militer 
III-16 Makassar. Terdakwa melakukan perbuatan zina tersebut karena 
Terdakwa berpacaran dan sama sekali tidak mengetahui kalau Saksi 
Andi Mira Fatmawati itu adalah seorang istri Prajurit TNI. 
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Bahwa Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saudari Andi 
Mira Fatmawati adalah seorang istri Prajurit TNI, maka Terdakwa 
langsung menghindar dan mengakhiri hubungannya dengan cara 
mengganti nomor handphone Terdakwa, namun Saudari Andi Mira 
Fatmawati tetap mengejar Terdakwa di Mess Ajendam VII/Wrb serta 
Terdakwa selalu dipaksa oleh Saudari Andi Mira Fatmawati dan 
mengancam akan dilaporkan ke komandan kesatuannya jika tidak mau 
keluar atau tidak mau menuruti keinginan Saudari Andi Mira 
Fatmawati. 
(Rekaman Terlampir). 
Bahwa Terdakwa selama ini telah hidup dalam tekanan dan ancaman 
oleh Saudari Andi Mira Fatmawati, Terdakwa dicaci maki diancam 
akan dilaporkan tentang hubungannya dengan Saudari Andi Mira 
Fatmawati sehingga dalam diri Terdakwa sangat ketakutan sehingga 
Terdakwa mengikuti ajakan dan apa yang diinginkan oleh Saudari 
Andi Mira Fatmawati (Rekaman Terlampir). 
c. Keberatan Ketiga 
Bahwa putusan tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan 
hukum terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan 
putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-
K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016. 
Bahwa Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak 
diberikan kesempatan untuk membuat memori Banding ke Pengadilan 
Militer Tinggi III Surabaya dengan alasan tidak diberikan atau 
ditembusi Salinan putusan oleh Tingkat Pertama sampai dengan 
sekarang sehingga Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak bisa 
membuat memori banding. Selain dari pada uraian di atas Pemohon 
Kasasi menyatakan beberapa hal keberatan terhadap putusan Hakim 
Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang memeriksa perkara 
ini dengan alasan sebagai berikut: 
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1. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 
Makassar Juncto putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
sangat memberatkan Terdakwa dan hanya berpedoman dari 
keterangan Saksi sepihak yaitu dari Saudari Saksi-4 (peserta 
tindak pidana) yang memberatkan Terdakwa seperti yang 
terungkap di persidangan. Sebagimana Hakim Tingkat Banding 
dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang unsur dengan 
sengaja dan terbuka dan unsur melanggar kesusilaan, putusan 
Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 Desember 2016 
Nomor PUT/144-K/PM III-16/AD/X/2016 yang menyatakan 
sebagai berikut (dalam putusan terlampir). 
Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru/salah 
karena sangat bertentangan dengan fakta/fakta hukum dan 
kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang 
tidak diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti 
yang lain sehingga putusannya beralasan hukum untuk 
dimohonkan pembatalan. 
Bahwa secara hukum dan yang terbukti di depan 
persidangan perkara pidana ini Terdakwa sama sekali tidak dapat 
dikatakan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, 
sebab fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap 
di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa selama melakukan 
persetubuhan selalu di dalam kamar yang terkunci dengan Saudari 
Saksi-4 (peserta tindak pidana) dan dari keterangan Saksi tidak 
seorangpun yang melihat. Kemudian Terdakwa maupun Saudari 
Saksi-4 (peserta tindak pidana) memang pernah bermesraan karena 
merasa cinta maupun sayang bahkan untuk menunjukkan rasa 
cintanya itu Saudari Saksi-4 (peserta tindak pidana) yang selalu 
mendatangi mess Terdakwa dan dimana saat mereka berduaan 
tidak pernah dilihat oleh orang lain. 
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Bahwa keterangan Saksi yang dipakai dalam proses 
peradilan adalah keterangan yang diketahui langsung oleh Saksi 
dan bukan kesimpulan belaka, apa yang dilihat, didengar maupun 
dirasakan oleh Saksi dalam persidangan merupakan bahan untuk 
mendapatkan kebenaran materiil dan mengungkap suatu 
permasalahan yang sedang terjadi, sehingga putusannya beralasan 
hukum untuk dimohonkan pembatalan. Bahwa hal tersebut 
didapatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena adanya 
keterangan dari Saudari Saksi-4 (peserta tindak pidana) saja secara 
sepihak. Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam 
persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat 
Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya berkeyakinan bahwa 
Terdakwa tidak pantas untuk disalahkan karena sikap dan perilaku 
Saudari Andi Mira Fatmawati peserta tindak pidana yang selalu 
mengejar dan mengancam Terdakwa jika tidak dituruti kemauan 
Saudari Andi Mira. Sehingga dengan demikian Pertimbangan 
Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar juncto putusan 
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak tepat/keliru dan 
cermat dan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sehingga 
beralasan untuk dibatalkan. 
Bahwa pada kenyataannya yang terungkap di dalam 
persidangan di depan Majelis Hakim yang Mulia, pada tanggal 24 
Desember 2015 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada 
tanggal tersebut pula pertama kali melakukan hubungan badan 
layaknya suami istri dengan Saudari Andi Mira mendatangi 
Terdakwa Di Mess Ajendam pada saat membawakan makanan. 
Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa baru 
mengetahui bahwa Saudari Andi Mira Fatmawati ternyata telah 
memiliki suami atas nama Pratu Saksi-1, maka dengan itu 
Terdakwa ketakutan dan berusaha menghindar dengan cara 
mematikan handphone dan mengganti nomor, namun pada awal 
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bulan Januari 2016 Saudari Andi Mira kembali mendatangi 
Terdakwa di Mess Ajendam dengan nada marah dan mengancam 
Terdakwa karena tidak pernah dihubungi lagi dan apabila tidak 
mau dituruti kemauannya melakukan hubungan badan maka akan 
dilaporkan ke Pomdam VII/Wrb sehingga dengan terpaksa dan 
ketakutan Terdakwa mengikuti kemauan Saudari Andi Mira. 
Bahwa Terdakwa dan Saudari Andi Mira beberapa kali 
menginap di Hotel dan tidur bersama dalam satu tempat tidur 
namun semua itu terjadi karena desakan dan paksaan dari Saudari 
Andi Mira dimana dia mengajak Terdakwa untuk keluar dan 
menginap di Hotel tersebut dan jika Terdakwa tidak menuruti 
maka Saudari Andi Mira marah-marah dan tetap mengancam 
untuk melaporkan dan merusak karir Terdakwa hingga Terdakwa 
merasa gelisah dan tertekan batin, dan akibat ancaman tersebut 
Terdakwa tidak bisa berpikir jernih lagi (Rekaman Terlampir). 
Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui status Saudari 
Andi Mira pada tanggal 29 Desember 2015 maka Terdakwa 
menyampaikan kepada Saudari Andi Mira untuk menghentikan 
hubungan tersebut tapi Saudari Andi Mira tetap tidak pernah mau 
memutuskan hubungan sehingga Terdakwa berusaha sendiri untuk 
menghindari dan tidak mau lagi menemui Saudari Andi Mira. 
Kemudian Terdakwa dengan perasaan gelisah menemui Saksi-5 
dirumahnya dengan tujuan untuk meminta saran namun setelah 
sampai di rumah tersebut Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudari 
Andi Mira untuk mengajak dan memaksa Terdakwa untuk keluar 
melakukan hubungan badan dan jika Terdakwa tidak penuhi maka 
Saudari Andi Mira mengancam untuk datang kembali ke Mess 
Ajendam serta mengancam akan melaporkan Terdakwa ke 
atasannya hingga sampai kepada Panglima namun pada waktu itu 
Terdakwa tetap bertahan untuk tidak keluar menemui Saudari 
Andi Mira. Pada saat itu Terdakwa ditelepon terus oleh Saudari 
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Andi Mira dengan nada marah-marah dan penuh dengan makian 
dan ancaman, Saudari Andi Mira mengajak dan mendesak 
Terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena Saudari Andi 
Mira sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi. 
Bahwa dalam persidangan di hadapan para Majelis Hakim 
yang mulia kita telah memeriksa dan mendengar keterangan-
keterangan para Saksi dan keterangan para Saksi tersebut tidak ada 
satupun Saksi yang menyaksikan secara langsung bahwa 
Terdakwa dan Saudari Andi Mira telah melakukan persetubuhan. 
Bahkan Andi Mira Fatmawati Alimuddin tidak mau hadir di 
persidangan untuk memberikan keterangannya, sehingga 
keterangan Andi Mira Fatmawati Alimuddin dalam pemeriksaan 
di depan Penyidik layak diragukan. Mendengar keterangan para 
Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan di depan para 
Majelis Hakim yang Mulia menunjukkan bahwa Andi Mira 
Fatmawati Alimuddin adalah “wanita yang tidak benar karena 
sebelum kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Suaminya), Saudari 
Andi Mira Fatmawati Alimuddin sudah 2 (dua) kali menyandang 
status janda kemudian menikah dengan Saksi-2 (suaminya) dan 
setelah Saksi-2 mendapatkan Surat Perintah untuk melaksanakan 
tugas bergabung dalam satgas TNI Konga Unifil sebagai personel 
TNI yang tergabung dalam penugasan misi perdamaian PBB di 
Lebanon, Saudari Andi Mira menjalin hubungan dengan laki-laki 
lain (Terdakwa) dengan tidak mau memberitahukan statusnya 
kalau sudah menikah dan seorang istri militer”.Sehingga putusan 
Pengadilan terdahulu beralasan untuk dibatalkan. 
2. Bahwa pertimbangan hukum, in casu putusan Pengadilan Tingkat 
Pertama, Majelis Hakim dalam penilaian terhadap keterangan 
Saksi tidak berdasar dan beralasan hukum. Dengan alasan sebagai 
berikut: 
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a. Bahwa Saksi Saudari Saksi-4 (peserta tindak pidana) bukanlah 
merupakan Saksi, akan tetapi merupakan Subjek yang 
seharusnya duduk sejajar dengan Terdakwa karena dalam 
posisi sama pada suatu peristiwa tindak pidana. Oleh karena 
itu keterangan yang diberikan oleh Saudari Saksi-4 (peserta 
tindak pidana) bukanlah keterangan Saksi, akan tetapi 
keterangan subjek hukum yang harus didudukkan sebagai 
peserta tindak pidana. Dengan demikian kesaksian tersebut 
sudah pasti memberatkan posisi dari Terdakwa. Hal ini 
dikarenakan keterlibatan Saudari Saksi-4 (peserta tindak 
pidana) merupakan sebab akibat terjadinya persetubuhan 
dalam perkara ini. 
b. Bahwa Saudari Saksi-4 seharusnya didudukkan selaku peserta 
tindak pidana dan bukanlah didudukkan sebagai Saksi korban. 
Karena perbuatan tersebut (perbuatan susila) merupakan 
kehendak dari kedua insan yang saling di mabuk asmara dan 
bukan merupakan suatu tindakan yang dipaksakan atau di 
bawah tekanan. 
c. Bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan di dalam 
persidangan maupun dalam BAP perkara sama sekali tidak 
mengetahui perbuatan (persetubuhan) tersebut yang dilakukan 
oleh Terdakwa dengan peserta tindak pidana. Oleh karena 
yang memberikan keterangan adanya persetubuhan hanyalah 
peserta tindak pidana (Saudari Saksi-4) sehingga fakta tersebut 
sangat bertentangan dengan asas unus testis nulus testis (satu 
Saksi bukanlah Saksi) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
171 KUHAP Militer (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997). 
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar 
telah memberikan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas 
militer. 
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Bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan 
dengan hukuman pidana tambahan berupa pemacatan dari dinas 
militer dengan alasan sebagai berikut: 
Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, dan motivasi 
yang tinggi menjalankan tanggung jawab yang diberikan 
satuannya serta adanya rekomendasi keringanan hukuman dari 
Kaajendam VII/Wrb Nomor B/2582/XI/2016 tanggal 9 November 
2016 (terlampir) sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam 
dinas keprajuritan. Apalagi Terdakwa tergolong masih muda dan 
belum pernah melakukan pelanggaran. Sesuai fakta yang 
terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk menjadi 
prajurit TNI AD pada Tahun 2009 melalui Pendidikan AKMIL di 
Magelang selama 3 tahun 6 bulan, lulus dan dilantik dengan 
pangkat Letda, setelah lulus mengikuti Secarcab Pusdik Ajen di 
Lembang, Jawa Barat pada Tahun 2010 selam 4 bulan dan sampai 
sekarang dengan pangkat Lettu Caj NRP. 11090041090288 
Ajendam VII/Wrb. 
Bahwa putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada 
Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena tujuan 
pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan 
pemidanaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan 
putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa 
pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran. 
Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kiranya Majelis 
Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan keringanan hukuman bagi 
Terdakwa dengan tidak berpedoman kepada putusan Pengadilan Tinggi 
Tingkat Banding dimana memori Banding sama sekali belum Pemohon 
Kasasi buat berhubung karena Pemohon Kasasi tidak pernah menerima 
pemberitahuan tentang putusan sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama 
dan; 
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Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Militer Tingkat 
Pertama Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit 
serta Terdakwa telah memperdengarkan rekaman percakapan antara 
Terdakwa dengan Saudari Andi Mira Fatmawati dimana rekaman 
tersebut betul-betul memojokkan Terdakwa namun bukti rekaman 
tersebut telah diabaikan dan tidak dijadikan sebagai bahan untuk 
meringankan hukuman Terdakwa. 
Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama 
juncto Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditolak oleh Terdakwa dan 
mengajukan upaya hukum Kasasi mohon kepada bapak Ketua Hakim 
Agung dan para Hakim Anggota yang Pemohon Kasasi muliakan yang 
menyidangkan perkara ini mempertimbangkan kembali keberatan 
Terdakwa khusus putusan Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada 
Terdakwa dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan masih 
ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara serta Terdakwa 
sebagai satu satunya tulang punggung keluarga. 
Bahwa Terdakwa tetap memohon perkenan Hakim Agung yang 
mulia agar meniadakan hubungan tambahan berupa pemecatan dari dinas 
militer dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah 
diuraikan Pemohon Kasasi di depan serta dengan pertimbangan bahwa 
Terdakwa akan menambah deretan para pengangguran di Indonesia yang 
masih berada dalam usia produktif. 
Bahwa melalui Mahkamah Agung yang mulia Pemohon Kasasi 
menyatakan penyesalan yang tidak terhingga sampai akhir nanti. 
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
220 K/MIL/2017 
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat: 
a. Bahwa alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa 
dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti (Pengadilan Militer 
Tinggi III Surabaya) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-
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16 Makassar Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 
Januari 2017 yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan 
alternatif ke satu "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" 
dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah 
salah menerapkan hukum, yakni dalam menyatakan keterbuktian 
unsur "terbuka melanggar kesusilaan", dengan pertimbangan sebagai 
berikut: 
Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 
Andi Mira Fatmawati Alimudin bertempat di dalam kamar Terdakwa 
Mess AjendamVII/WRB, Jalan Cendrawasih Nomor 72, Kota 
Makassar. Perbuatan incasu tidak dapat dikategorikan sebagai tempat 
terbuka, karena sekalipun pintu kamar Terdakwa yang 
menghubungkan ke kamar Saksi-6 Serka Ady dan kamar Mayor Caj 
Aren tidak tertutup (karena tidak biasa ditutup), pada saat perbuatan in 
casu di mess tersebut hanya ada Terdakwa sendiri karena Mayor Caj 
Aren sudah pindah tugas dan sudah tidak tinggal di mess tersebut, 
sedangkan Saksi-6 Serka Ady sedang pulang ke Takalar. Oleh 
karenanya, perbuatan Terdakwa in casu tidak menimbulkan rasa jijik 
dan rasa tersinggung orang lain karena di tempat tersebut tidak ada 
orang lain. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukan 
sebagai perbuatan dengan sengaja melanggar kesusilaan, karena tidak 
terdapat adanya perasaan orang lain yang tersinggung atas perbuatan 
Terdakwa dan Saksi-4 tersebut; 
b. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan perbuatan 
Terdakwa in casu tidak terbukti melanggar dakwaan alternatif ke satu 
"dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Oleh karenanya 
putusan Judex Facti in casu, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus 
dibatalkan, dan selanjutnya Judex Juris akan mengadili perkara in 
casu sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua 
"seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal 
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diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" Pasal 284 Ayat 
(1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
c. Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa atas perbuatan persetubuhan 
yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4, maka suami sah Saksi-4 
yaitu Saksi 2-Pratu Saksi-1 telah melakukan pengaduan kepada pihak 
berwenang. Oleh karenanya berdasarkan alat bukti atas perbuatan 
Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam 
dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
d. Bahwa untuk penjatuhan pidana yang dipandang adil, maka pidana 
penjara yang dijatuhkan Judex Facti in casu harus diperingan, karena 
dalam perbuatan in casu, peranan Saksi 4 sangat dominan dan selalu 
mengancam Terdakwa agar mau mengikuti keinginannya, yaitu 
dengan mengatakan akan melaporkan Terdakwa apabila Terdakwa 
akan melepaskan hubungan dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa tidak 
ada pilihan lain selain memenuhi keinginan Saksi-4; 
e. Bahwa namun demikian, penjatuhan Pidana tambahan pemecatan 
kepada Terdakwa in casu harus tetap dijatuhkan, karena perbuatan 
Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 dipandang tidak 
layak dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1) Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, Terdakwa 
telah mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri dari Saksi-2 Pratu 
Saksi-1 anggota Denpom VII/6 Makassar yang dari segi 
kepangkatan adalah bawahan Terdakwa; 
2) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan in casu, Saksi-2 
Pratu Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Satgas TNI Kongo Unifil 
dalam penugasan PBB di Lebanon, sehingga akan dapat 
meresahkan para suami yang sedang melaksanakan tugas 
meninggalkan keluarganya; 
3) Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 tersebut, 
Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan wanita-wanita 
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bayaran dan biasanya Terdakwa lakukan sebulan sekali dengan 
bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 
f. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak 
lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, 
sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Militer haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas 
militer; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat 
cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 
yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 
144 K/PM.III 16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016, untuk 
kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar 
putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah 
Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa: 
Hal-hal yang memberatkan: 
a) Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya; 
b) Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan keluarga orang lain; 
c) Perbuatan Terdakwa mencoreng martabat TNI; 
d) Perbuatan Terdakwa meresahkan prajurit yang sedang bertugas; 
e) Perbuatan Terdakwa juga sering dilakukan terhadap wanita-wanita 
lain selain dari Saksi-4 in casu; 
Hal-hal yang meringankan: 
a) Terdakwa belum pernah dihukum; 
b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatan serupa; 
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Menimbang, bahwa meskipun permohonan Kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa dipidana maka Terdakwa 
dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini; 
Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain 
yang bersangkutan. 
9. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 220 
K/MIL/2017 
MENGADILI 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa: M. TRIASTA KAVRIANTO, Lettu Caj NRP. 
11090041090288. 
Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang 
menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 144-
K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 22 Desember 2016; 
MENGADILI SENDIRI 
1. Menyatakan Terdakwa M. TRIASTA KAVRIANTO, Lettu Caj 
NRP. 11090041090288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan zina, 
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan: 
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer; 
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3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. Barang-barang: 
- 1 (satu) buah handphone merek Lenovo warna hitam milik 
Terdakwa; 
Dikembalikan kepada Terdakwa. 
- 1 (satu) buah handphone merek Sony Experia warna hitam 
milik Saudari Saksi-4; 
Dikembalikan kepada Saudari Saksi-4. 
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih milik 
Saudari Saksi-4; 
Dikembalikan kepada Saudari Saksi-4. 
- 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih; 
Dikembalikan kepada Terdakwa. 
b. Surat-surat: 
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Izin Nikah Nomor 
SIN/18/IX/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama Pratu 
Saksi 1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi-4; 
- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 
0734/030/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 atas nama Pratu 
Saksi-1 NRP. 31090521380xxx dengan Saksi-4, yang 
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Makassar; 
- Surat Perintah dari Danpomdam VII/Wrb Nomor 
Sprin/260/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang perintah 
bergabung dalam tugas Satgas TNI Konga Unifil Lebanon TA. 
2015 atas nama Pratu Saksi-1 NRP. 31090521380xxx; 
- 1 (satu) lembar foto Terdakwa bersama dengan Saudari Saksi-4 
yang sedang berpelukan dan berciuman diambil dari memori 
handphone Sony Experia milik Saudari Saksi-4; 
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 
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Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya 
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima 
ratus rupiah). 
 
B. Pembahasan 
1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung Mengabulkan Permohonan 
Kasasi Terdakwa dalam Perkara Perzinahan dengan Pasal 239 Undang-
Undang Peradilan Militer 
Berdasarkan hasil pemaparan dan pokok-pokok masalah yang penulis 
teliti, penulis mengemukakan hasil penelitian terkait pertimbangan Hakim 
Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa dalam perkara perzinahan 
dengan Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer. 
Perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan militer di Indonesia 
secara khusus perihal tata beracara telah diatur dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya 
mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas, dan tanggung jawab serta hak 
dan kewajiban alat perlengkapan negara. Penegakan atas pelanggaran hukum 
pidana materiil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau 
setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam peraturan 
hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer) 
atau peraturan lainnya. 
Terkait mengenai pertimbangan Hakim Agung untuk mengabulkan 
permohonan Kasasi Terdakwa harus memenuhi syarat formil dan materiil yang 
harus dipenuhi pada pengajuan upaya hukum Kasasi, syarat materiil dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer telah diatur secara jelas 
mengenai pemeriksaan tingkat Kasasi dalam Pasal 239 yang berbunyi: 
(1) Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna 
menentukan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
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b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang; 
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas 
kewenangannnya. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan 
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas 
perkara yang diterima dari Pengadilan lain selain Mahkamah 
Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, 
berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di 
sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan 
Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan 
terakhir. 
(3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Mahkamah Agung dapat 
mendengar secara langsung keterangan Terdakwa atau Saksi atau 
Oditur, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan 
kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau 
Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan 
Terdakwa, dengan cara pemanggilan yang sama. 
(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah 
Agung sejak diajukannya permohonan Kasasi. 
(5) a. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Mahkamah Agung wajib 
mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap 
ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun 
karena permintaan Terdakwa. 
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib 
memeriksa perkara tersebut. 
Permohonan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi agar dapat 
diterima, diperiksa, dan diadili oleh Mahkamah Agung, maka harus memenuhi 
syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-
Undang Peradilan Militer. Mengenai syarat formil permohonan kasasi yang 
menyangkut syarat tenggang waktu pengajuan diatur dalam Pasal 232 Ayat (1), 
Pasal 235 Ayat (1). dan Pasal 232 Ayat (1) berbunyi, “permohonan Kasasi 
disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan 
Pengadilan yang dimintakan Kasasi itu diberikan kepada Terdakwa”. Pasal 235 
Ayat (1) berbunyi, “Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori Kasasi yang 
memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari 
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sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya 
kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”. Apabila 
terjadi keterlambatan pengajuan Kasasi dan penyerahan memori Kasasi, maka 
akibat hukumnya hak mengajukan Kasasi gugur. Dalam kasus yang diteliti 
penulis ini, dapat dikatakan bahwa upaya hukum Kasasi dapat yang diajukan 
telah memenuhi syarat formil pengajuan Kasasi, sebagimana disebutkan 
berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/144-K/PMIII-
16/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 
Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2017 Terdakwa 
mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi 
tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Maret 2017 dari 
Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa 
sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 
2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar 
pada tanggal 13 Maret 2017. Kemudian membaca surat-surat yang 
bersangkutan, menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut 
telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 
Februari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi 
pada tanggal 5 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 13 Maret 2017 
dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah 
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, 
oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formil dapat diterima. 
Selanjutnya, pengaturan mengenai pemeriksaan dalam tingkat Kasasi 
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, dalam 
penelitian ini adalah upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa 
mengenai syarat materiil diatur dalam Pasal 239 Undang-Undang Peradilan 
Militer yang telah disebutkan. 
Sesuai ketentuan Pasal 239 telah jelas mengenai hal-hal yang perlu 
diperhatikan oleh Terdakwa maupun Oditur dalam melakukan upaya hukum 
Kasasi. Permohonan Kasasi dapat diterima apabila telah memenuhi syarat 
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formil terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 235 Undang-Undang 
Peradilan Militer. 
Selanjutnya, alasan permohonan Kasasi Terdakwa harus memenuhi 
syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Huruf a,b,c, 
UUPM, yang menyatakan: 
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; 
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
Undang-Undang; 
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannnya. 
 
Adapun alasan-alasan Kasasi yang diajukan Terdakwa dalam kasus 
Perzinahan sebagai berikut: 
1. Bahwa Judex Facti tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya 
mengenai hukuman Terdakwa karena putusan tidak memuat dan 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. 
Pasal 194 Ayat (1) Huruf f UUPM menyatakan bahwa, “Putusan 
pemidanaan memuat: antara lain Pasal peraturan Perundang-undangan yang 
menjadi dasar hukum dari pada putusan, disertai keadaan yang 
memberatkan dan meringankan Terdakwa”. Terdakwa M. Triasta 
Kavrianto belum pernah dihukum sebelumnya baik disiplin maupun 
pidana, masih sangat muda dan mempunyai semangat kerja yang tinggi 
serta masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi, adanya 
surat rekomendasi keringanan hukuman Kaajendam VII/Wrb Nomor 
B/2582/XI/2016 tanggal 9 November 2016 (Terlampir). Terdakwa juga 
merupakan tumpuan hidup keluarganya. Maka beberapa hal tersebut di atas 
termasuk hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang melekat dan tidak 
dapat terpisahkan pada diri Terdakwa selama ia menjadi Prajurit TNI AD 
dan hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan 
penghargaan sedikitpun dari Majelis Hakim baik Majelis Tingkat Pertama 
maupun Tingkat Banding. Bahwa dalam Pasal 194 Ayat (2) UUPM 
berbunyi: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf 
a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi 
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hukum”. Bahwa dari uraian tersebut terdapat suatu konsekuensi logis atas 
kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim terdahulu yaitu putusan dapat 
menjadi batal demi hukum. 
2. Bahwa Pengadilan Militer III-16 Makassar jo Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya telah keliru dan lalai karena tidak menerapkan suatu peraturan 
hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 menyatakan bahwa salah satu alasan dapat diajukannya 
permohonan Kasasi adalah antara lain karena suatu peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa dari uraian 
alasan dan keberatan pertama di atas maka sangatlah tepat apabila 
dikatakan bahwa putusan Pengadilan Militer III 16 Makassar Juncto 
putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dan lalai tidak 
menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana 
mestinya, karena putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 
Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak memuat hal-hal yang 
meringankan sebagaimana mestinya suatu format putusan yang formal 
berdasarkan kepada Perundang-undangan. 
3. Bahwa Putusan Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum 
terhadap putusan yang telah diambil dalam menguatkan putusan Pengadilan 
Militer III-16 Makassar Nomor Putusan 144-K/PM.III-16/AD/X/2016 
tanggal 22 Desember 2016. Bahwa Terdakwa Bersama Penasihat 
Hukumnya tidak diberikan kesempatan untuk membuat memori banding ke 
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan alasan tidak diberikan atau 
ditembusi Salinan putusan oleh Tingkat Pertama sampai dengan sekarang 
sehingga Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya tidak bisa membuat 
memori banding. Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya 
khususnya tentang unsur dengan sengaja dan terbuka dan unsur melanggar 
kesusilaan, putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 22 
Desember 2016 Nomor PUT/144-K/PM III-16/AD/X/2016 yang 
menyatakan sebagai berikut (dalam putusan terlampir). Bahwa 
77 
 
 
 
pertimbangan hukum tersebut adalah keliru/salah karena sangat 
bertentangan dengan fakta/fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang 
terungkap dalam persidangan yang tidak diperkuat dengan keterangan 
saksi-saksi dan bukti-bukti 
Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat 
Pertama telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak 
sebagaimana mestinya yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan 
alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam 
Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah salah menerapkan 
hukum, yakni dalam menyatakan keterbukaan unsur “terbuka melanggar 
kesusilaan” setelah disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan. 
Seharusnya Judex Facti menilai dakwaan alternatif ke dua yang terbukti yaitu 
Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP yang berbunyi "seorang pria yang turut 
serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah 
telah menikah”. 
Alasan pengajuan Kasasi oleh Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 239 
Ayat (1) Huruf a UUPM Judex Facti telah salah tidak menerapkan atau 
menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. 
 
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok 
Lebih Ringan Tanpa Menghapus Pidana Tambahan Pemecatan dari 
Dinas Militer dalam Perkara Perzinahan dengan Pasal 242 Ayat (1) 
UUPM jo Pasal 26 KUHPM 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 2 
(dua) yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta tertulis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan, hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan Hakim yang bersifat 
yuridis sebagai berikut: 
a. Dakwaan Penuntut Umum 
b. Keterangan Terdakwa 
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c. Keterangan Saksi 
d. Barang-barang Bukti 
e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana 
Sedangkan, pertimbangan Hakim bersifat non yuridis dibutuhkan oleh Hakim 
dikarenakan masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 
tidak cukup didasarkan dari segi normatif tetapi faktor internal dan faktor 
eksternal juga perlu dipertimbangkan, sebagai berikut: 
a. Latar belakang Terdakwa 
b. Akibat perbuatan Terdakwa 
c. Kondisi diri Terdakwa 
d. Agama Terdakwa 
Pengertian Putusan Hakim tidak dinyatakan secara khusus dalam 
UUPM, sehingga menggunakan pengertian umum yang terdapat pada Bab 1 
tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP yang berbunyi, “Putusan 
Pengadilan adalah pernyataan Hakim diucapkan dalam sidang Pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 
Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus didasarkan pada argumentasi hukum 
yang logis kemudian dituangkan dalam pertimbangannya. Pertimbangan 
hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan perkara. 
Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi 
harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPM, di 
antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 243 UUPM yang 
berbunyi, “Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan 
putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku 
ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 242”. 
Isi ketentuan Pasal 241 UUPM berbunyi, “Dalam hal Mahkamah 
Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, dan Pasal 234, mengenai 
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hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan 
permohonan Kasasi. Adapun isi ketentuan Pasal 242 UUPM berbunyi: 
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah 
Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak 
dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah 
Agung menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang 
memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai 
bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah 
Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh 
Pengadilan setingkat yang lain. 
(3) Dalam hal putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim yang 
bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, 
Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain 
mengadili perkara tersebut.  
Ketentuan dari Pasal 242 UUPM juga harus memperhatikan ketentuan 
Pasal 26 KUHPM yang berbunyi: 
(1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak 
untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang 
ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim bersamaan 
dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara 
kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, 
dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. 
(2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua 
hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama 
dinasnya yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun 
hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan 
pensiun yang berlaku bagi Terpidana. 
(3) Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak 
untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga 
berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-
bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda 
pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir 
diperolehnya berkenaan dengan dinasnya terdahulu. 
Pidana pemecatan merupakan jenis Pidana tambahan yang bersifat 
murni kemiliteran (van zuiver militaire aard) dan diatur dalam KUHPM. Pasal 
26 KUHPM tidak menentukan secara eksplisit mengenai kriteria “tidak layak” 
yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan 
terhadap angota TNI sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian KUHPM 
memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Hakim untuk 
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menjatuhkan Pidana tambahan terebut atas dasar penelitian dan pertimbangan 
bahwa Terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota militer. 
Menurut SR. Sianturi yang dimaksud tidak layak dalam Pasal 26 KUHPM 
adalah tidak pantas, atau militer Terpidana tersebut sudah tidak atau sangat 
kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang anggota militer. 
Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa anggota militer tersebut tidak 
mempunyai kecakapan (onbekwaan) lagi untuk menjalankan dinas-dinas 
militer (SR. Sianturi, 1985:98). 
Pertimbangan Hakim Militer dalam penjatuhan pidana pemecatan 
didasarkan pada faktor-faktor tertentu, setidaknya terdapat dua faktor yang 
dijadikan kriteria atau parameter bahwa anggota TNI yang melakukan tindak 
pidana dinilai “tidak layak” lagi dipertahankan dalam dinas militer. Pertama, 
dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan dampaknya 
terhadap citra TNI. Apabila tindak pidananya dinilai Hakim telah menimbulkan 
dampak negatif terhadap tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di 
lingkungan TNI seperti sapta marga, sumpah prajurit maupun sendi-sendi 
militer lainnya, maka hal tersebut dapat dipandang memenuhi kriteria atau 
parameter “tidak layak” dalam Pasal 26 KUHPM sebagai dasar pertimbangan 
Hakim untuk menjatuhkan pidana pemecatan. Kedua, dilihat dari status 
anggota TNI yang melakukan tindak pidana apabila anggota TNI yang 
bersangkutan ternyata pernah melakukan tindak pidana yang sudah berulang 
kali atau statusnya “residivis” maka hal ini juga dapat menjadi kriteria atau 
parameter bagi Hakim untuk menyatakan bahwa anggota TNI “tidak layak” 
lagi dipertahankan dalam dinas militer sehingga harus dijatuhi dengan pidana 
pemecatan (Supriyadi, Mimbar Hukum, 2, Juni 2008:297-298). 
Berdasarkan Surat Panglima ABRI Nomor: STR/179/1988 tanggal 2 
Maret 1988. Surat Panglima ABRI ini mengatur tentang penerapan pidana 
pemecatan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan (perzinahan) dan 
pelakunya melibatkan keluarga besar TNI. Dalam surat Panglima ABRI 
tersebut diintruksikan agar selain dijatuhi pidana penjara, terhadap anggota 
TNI yang telah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan dengan keluarga 
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besar TNI juga diberhentikan dari dinas militer. Namun, Surat Panglima ABRI 
tersebut bukan merupakan bentuk intervensi terhadap Majelis Hakim. 
Kewenangan dan kebebasan untuk menjatuhkan pidana pemecatan tetap berada 
ditangan Hakim. 
Selanjutnya, Majelis Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan 
Kasasi dan menjatuhkan Pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus Pidana 
tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa dengan pendapat 
sebagai berikut: 
a. Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) yang 
menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan 
keterbuktian Terdakwa atas dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan 
terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, telah salah 
menerapkan hukum yakni dalam menyatakan keterbuktian unsur “terbuka 
melanggar kesusilaan”, dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1) Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 
bertempat di dalam kamar Terdakwa Mess Ajendam VII/Wrb, Jalan 
Cendrawasih Nomor 72, Kota Makassar tidak dapat dikategorikan 
sebagai tempat terbuka, karena sekalipun pintu kamar Terdakwa yang 
menghubungkan ke kamar Saksi-6 Serka Ady dan kamar Mayor Caj 
Aren tidak tertutup (karena tidak biasa ditutup), tetapi pada saat 
perbuatan in casu di mess tersebut hanya ada Terdakwa sendiri karena 
Saksi-6 sedang pulang ke Takalar dan Mayor Caj Aren sudah pindah 
tugas dan sudah tidak tinggal di mess tersebut. Dengan demikian 
perbuatan Terdakwa bukan suatu perbuatan dengan sengaja melanggar 
kesusilaan karena tidak ada perasaan orang lain yang tersinggung atas 
perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut; 
2) Serta, perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 
berulang kali di Hotel tidak termasuk dalam kategori “dengan sengaja 
melanggar kesusilaan”, karena kamar Hotel tempat Terdakwa dan 
Saksi-4 melakukan persetubuhan in casu sekalipun (Hotel) sebagai 
82 
 
 
 
tempat terbuka untuk umum, yakni siapapun dapat 
menggunakan/memesan untuk menggunakan namun setelah tempat 
kamar tersebut berada dalam pesanan seseorang, maka sifat terbukanya 
menjadi hilang. 
b. Bahwa fakta persidangan, suami sah Saksi-4 yaitu Pratu Saksi-2 telah 
melakukan pengaduan kepada pihak berwenang terhadap perbuatan 
persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4. 
c. Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus diperingan agar 
dipandang adil, karena dalam perkara ini peranan Saksi-4 sangat dominan. 
d. Bahwa hal yang memberatkan karena perbuatan Terdakwa melakukan 
persetubuhan dengan Saksi-4 dipandang tidak layak dan pantas dilakukan. 
e. Bahwa ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi-4, Terdakwa telah 
mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri dari Saksi-2 Pratu Saksi-1 yang 
merupakan Anggota Denpom VII/6 Makassar yang dari segi kepangkatan 
adalah bawahan Terdakwa. 
f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan in casu, Pratu Saksi-1 
sedang melaksanakan tugas Satgas TNI Kongo Unifil dalam penugasan 
PBB di Lebanon. 
g. Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan wanita-wanita 
bayaran. 
Menurut pandangan penulis pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 
permohonan Kasasi Terdakwa dengan adanya alasan pengajuan Kasasi oleh 
Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan UUPM. Berdasarkan alasan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa in casu tidak terbukti melanggar 
dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. 
Oleh karena itu putusan Judex Facti in casu tidak dapat dipertahankan lagi dan 
harus dibatalkan. Hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan 
Pasal 239 Ayat (1) Huruf a UUPM, bahwa peraturan hukum tidak diterapkan 
atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditulis dalam 
Pasal 241 jo Pasal 242 UUPM, Mahkamah Agung dalam memeriksa 
permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 232, Pasal 233, 
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dan Pasal 234 UUPM. Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak 
permohonan Kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan 
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, 
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Selaku Judex Juris 
Mahkamah Agung Pengadilan Tertinggi mempunyai kewenangan untuk 
menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi serta Mahkamah Agung 
mempunyai hak untuk mengadili sendiri perkara tersebut apabila peraturan 
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai 
dengan Pasal 232 jo Pasal 242 Ayat (1) Huruf a UUPM yang kemudian 
dipertegas dalam Pasal 243 UUPM. 
Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan, juga telah 
mempertimbangkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Huruf f UUPM, yaitu hal-hal 
yang memberatkan dan yang meringankan antara lain: 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya; 
2) Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan keluarga orang lain; 
3) Perbuatan Terdakwa mencoreng martabat TNI; 
4) Perbuatan Terdakwa meresahkan Prajurit TNI yang sedang bertugas; 
5) Perbuatan Terdakwa juga sering dilakukan terhadap wanita-wanita lain 
selain dari Saksi-4. 
b. Hal-hal yang meringankan: 
1) Terdakwa belum pernah dihukum; 
2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatan serupa. 
Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung, Terdakwa M. Triasta 
Kavrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa 
yang turut bersalah telah menikah”, Terdakwa dijatuhi Pidana pokok pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana tambahan pemecatan dari dinas 
militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 190 Ayat (1) UUPM yaitu, 
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“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”. 
Dalam hal Hakim Agung menjatuhkan Pidana pokok lebih ringan 
Hakim Agung berpendapat karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak 
pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan sengaja dan terbuka 
melanggar kesusilaan” tetapi menurut Judex Juris yang terbukti adalah 
dakwaan alternatif ke dua yaitu “seorang pria yang turut serta melakukan 
perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” 
bahwa dalam perbuatan tindak pidana perzinahan tersebut peran Saudari Andi 
Mira Fatmawati sangat dominan dan melakukan pengancaman terhadap 
Terdakwa. Sehingga pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan 
Kasasi Terdakwa tetapi tidak menghapus pidana tambahan pemecatan dari 
dinas militer menurut pandangan penulis telah sesuai dengan ketentuan UUPM, 
yakni Pasal 242 Ayat (1) UUPM jo Pasal 26 KUHPM dalam tindak pidana 
kesusilaan perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer, Hakim Agung 
berpendapat Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk 
dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 
KUHPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Agung 
menjatuhkan Pidana pokok lebih ringan tanpa menghapus Pidana tambahan 
pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 242 Ayat (1) UUPM jo 
Pasal 26 KUHPM. 
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BAB IV 
A. Simpulan 
1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi 
Terdakwa dalam perkara perzinahan yang diputus oleh Mahkamah Agung 
dengan Nomor Putusan 220 K/MIL/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 
239 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang pada pokoknya 
menyatakan alasan Kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti 
Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Pengadilan Militer Tinggi Surabaya 
telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana 
mestinya. Karena putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) 
yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan 
keterbuktian Terdakwa atas dakwaan alternatif ke satu berdasar Pasal 281 ke-1 
KUHP “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” adalah merupakan 
kesalahan penerapan hukum karena unsur tersebut tidak terbukti. Berdasar 
fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan 
perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah 
menikah” berdasar dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 
Huruf a KUHP. 
2. Kesesuaian argumentasi pertimbangan Hakim Agung menjatuhkan Pidana 
pokok lebih ringan tanpa menghapus Pidana tambahan pemecatan dari dinas 
militer dalam perkara perzinahan yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam 
Putusan Nomor 220 K/MIL/2017, dengan mengabulkan permohonan Kasasi 
dari Pemohon Kasasi Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Militer 
Tinggi III Surabaya Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017 tertanggal 25 
Januari 2017. Penjatuhan Pidana pokok diperingan karena Terdakwa tidak 
terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu “dengan 
sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tetapi menurut Judex Juris yang 
terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua yaitu “seorang pria yang turut serta
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melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah 
menikah” dan dalam perbuatan in casu, peranan Saksi-4 (Saudari Andi Mira 
Fatmawati) sangat dominan dan selalu mengancam Terdakwa, maka pidana 
penjara yang dijatuhkan Judex Facti harus diperingan. Pertimbangan tetap 
dijatuhi pidana tambahan karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan 
pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, sehingga sesuai 
ketentuan Pasal 26 KUHPM haruslah diberhentikan dengan tidak hormat dari 
dinas militer Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa M. 
Triasta Kavrianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan zina, padahal 
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah”, Terdakwa dijatuhi 
Pidana pokok selama 6 (enam) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas 
militer. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Ayat (1) UUPM jo Pasal 26 
KUHPM. 
 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut:  
1. Oditur Militer hendaknya lebih cermat dalam menerapkan pasal yang 
didakwakan. 
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi 
dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih cermat dan jeli serta harus 
menimbang dengan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar 
tercapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak. 
3. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hendaknya lebih 
memperhatikan dan memahami isi Undang-Undang agar penerapan 
peraturan hukum tidak salah atau peraturan hukum diterapkan 
sebagaimana mestinya sehingga tercipta suatu keadilan dan kepastian 
hukum. 
4. Dalam hal penjatuhan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas 
militer oleh Hakim Pengadilan Militer, perlu didasari oleh suatu alasan 
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yang kuat dan alasan tersebut merupakan alasan yang mempertimbangkan 
aspek diluar ilmu pengetahuan hukum atau yang melibatkan cabang ilmu 
lain, seperti psikologi dan sosiologi Terdakwa setelah dijatuhi hukuman. 
Putusan yang dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan sosial yang 
tepat tentu akan melahirkan rasa keadilan bagi semua pihak.  
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